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ABSTRAK 
 
NUR RAHMAH YUNUS (B 111 07 786), PROSES PEMERIKSAAN 
PENGESAHAN NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA dengan dosen 
Pembimbing Bapak Arfin Hamid (selaku pembimbing I), dan Ibu 
Harustianti A. Moein (selaku pembimbing II). 
Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui proses permohonan 
pengesahan nikah, untuk mengetahui kendala dalam proses pemeriksaan 
pengesahan nikah, serta pertimbangan hakim dalam menetapkan sahnya 
pernikahan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama 
Makassar, Pengadilan Agama Barru, dan Fakultas Syari‟ah dan Hukum 
UIN Alauddin Makassar.  
Sumber data dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan 
mewawancarai hakim Pengadilan Agama Makassar, hakim Pengadilan 
Agama Barru dan Dekan Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Alauddin 
Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara 
dan kepustakaan yang merupakan rujukan untuk menganalisis hasil 
penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan yuridis normative dan sosiologis yaitu cara pendekatan 
masalah dengan berdasarkan pada aturan perUndang-Undangan dan 
Kompilasi Hukum Islam selanjutnya berdasarkan data dari hasil 
wawancara yang ada. 
 
Pernikahan yang tidak terdaftar atau pernikahan di bawah tangan 
yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan dapat dimintakan pengesahan nikah pada Pengadilan 
Agama. Namun tidak semua perkawinan yang tidak terdaftar dapat 
disahkan oleh Pengadilan Agama. Dalam proses pengajuan perkara 
permohonan pengesahan nikah dapat diajukan di Pengadilan Agama 
setempat, tempat pencari keadilan berdomisili. Dari hasil penelitian di 
Pengadilan Agama diketahui bahwa pertimbangan hakim pengesahan 
nikah atau itsbat nikah dikabulkan antara lain untuk melindungi hak 
kemaslahatan atas kelalaian Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak terbit 
buku Kutipan Akta Nikah karena tidak didaftar di Buku Nikah pada Kantor 
Urusan Agama. Kendala yang dihadapi bagi pencari keadilan yang 
berdomisili di Dalam maupun di Luar Negeri adalah masalah ekonomi dan 
geografis serta biaya proses lainya. Solusi pemerintah dengan 
pembebasan biaya perkara (prodeo) bagi pencari keadilan yang tidak 
mampu. Untuk Warga Negara Indonesia di Luar Negeri dapat mengajukan 
pengesahan nikah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan dapat 
melaksanakan Sidang Keliling pada Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri, 
setelah mendapat izin dari Mahkamah Agung RI. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Manusia pada hakekatnya merupakan makhluk ciptaan Tuhan 
Yang Maha Esa yang diberi kelebihan berupa akal dan fikiran. Sudah 
menjadi kodrat alam, sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama 
dengan manusia lainnya didalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama 
di sini, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari baik jasmani maupun 
rohani. 
Pada umumnya seorang pria maupun seorang wanita timbul 
kebutuhan untuk hidup bersama. Hidup bersama antara seorang pria dan 
seorang wanita mempunyai akibat yang sangat penting dalam 
masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun keturunannya serta 
anggota masyarakat yang lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu 
peraturan yang mengatur tentang hidup bersama antara lain syarat-syarat 
untuk peresmian hidup bersama, pelaksanaannya, kelanjutannya dan 
berakhirnya perkawinan itu (Rusli dan An R. Tama, 1984:10). 
Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dalam 
kehidupan seseorang. Bagi Bangsa Indonesia yang memiliki alam pikiran 
magis (percaya pada hal-hal gaib), ritual perkawinan tidak hanya 
dipandang sebagai peristiwa sakral. Setelah selesai ritual sakral, timbullah 
ikatan perkawinan antara suami isteri. 
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Seorang pria dan wanita yang dulunya merupakan pribadi yang 
bebas tanpa ikatan hukum, namun setelah perkawinan menjadi terikat 
lahir dan batin sebagai suami isteri. Ikatan yang ada di antara mereka 
merupakan ikatan lahiriah, rohaniah, spiritual dan kemanusiaan. Ikatan 
perkawinan ini, menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing 
suami isteri yang berupa hak dan kewajiban. 
Pada prinsipnya perkawinan adalah suatu akad, untuk 
menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong 
menolong antara pria dengan wanita yang antara keduanya bukan 
muhrim. 
Apabila di tinjau dari segi hukum, jelas bahwa pernikahan adalah 
suatu akad yang suci dan luhur antara pria dengan wanita, yang menjadi 
sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkan hubungan 
seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, mawaddah serta 
saling menyantuni antara keduanya, yakni (warahmah). 
Suatu akad perkawinan menurut Hukum Islam ada yang sah dan 
ada yang tidak sah. Hal ini dikarenakan, akad yang sah adalah akad yang 
dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap, sesuai 
dengan ketentuan agama. Sebaliknya akad yang tidak sah, adalah akad 
yang dilaksanakan tidak sesuai dengan syarat-syarat serta rukun-rukun 
perkawinan. 
Akan tetapi pada kenyataan ada perkawinan-perkawinan yang 
dilakukan hanya dengan Hukum Agamanya saja. Perkawinan ini sering 
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disebut Perkawinan di bawah tangan, yaitu perkawinan yang tidak 
terdapat bukti otentik, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 
merupakan salah satu wujud aturan tata tertib pernikahan yang dimiliki 
oleh Negara Republik Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, di 
samping aturan-aturan tata tertib pernikahan yang lain yaitu Hukum Adat 
dan Hukum Agama. 
Agar terjaminnya ketertiban pernikahan dalam masyarakat, maka 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat 
oleh petugas yang berwenang. Namun kenyataan memperlihatkan 
fenomena yang berbeda. Hal ini tampak dari maraknya  pernikahan di 
bawah tangan yang terjadi di tengah masyarakat. 
Negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdasarkan 
Pancasila di mana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, 
maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali 
dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja 
mengandung unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin atau rohani juga 
mempunyai peranan yang sangat penting (Rusli dan. An R. Tama, 
1984:10). 
Keharusan pencatatan perkawinan walaupun bukan menjadi rukun 
nikah, akan tetapi merupakan hal yang sangat penting terutama sebagai 
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alat bukti yang dimiliki seseorang, apabila terjadi suatu permasalahan di 
kemudian hari. 
Sejarah Hukum Perkawinan Indonesia sebelum berlakunya 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terjadi 
setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan 
mengadakan perbaikan Kabinet. Pemberlakuan sebuah peraturan 
perUndang-Undangan mengalami proses. Secara historis, pemerintah 
Republik Indonesia atas persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional, 
telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang 
Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk yang berlaku hanya untuk Jawa dan 
Madura. Pada tahun 1954 diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia 
tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan 
Talak, dan Rujuk dinyatakan berlaku untuk daerah di luar Jawa dan 
Madura yaitu di seluruh Indonesia (Maria Ulfah Subadio, 1987:21). 
Di samping memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1946, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 terdapat perubahan 
istilah teknis dalam lembaga peradilan yaitu perkataan “biskal-gripir hakim 
kepolisian” di ubah menjadi “Panitera Pengadilan Negeri”. Kata kunci 
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang berhubungan dengan 
pencatatan perkawinan adalah pengawas perkawinan. 
Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang 
Pencatatan, Talak, dan Rujuk. Undang-Undang tersebut dinyatakan 
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secara eksplisit, bahwa nikah diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) 
yang diangkat oleh Menteri Agama. Disamping itu talak dan rujuk yang 
dilakukan berdasarkan Syariat Islam diberitahukan kepada Pegawai 
Pencatat Nikah (PPN). (Jaih Mubarok, 2005:71). Maksud dari pasal ini 
agar Nikah, Talak, Rujuk menurut Agama Islam dicatat agar mendapat 
kepastian hukum serta menjadi sah menurut Agama dan menurut Negara. 
Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa 
perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh 
pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang dilakukan tidak di depan 
pegawai pencatat nikah jelas tidak memiliki akta nikah, maka bagi 
masyarakat yang tidak mempunyai akta nikah dapat mengajukan isbat 
nikahnya ke Pengadilan Agama (ayat 2), dalam hal ini berkenan dengan 
a). adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b). 
hilangnya akta nikah, c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya 
salah satu syarat perkawinan, d). adanya perkawinan yang terjadi 
sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan e). 
perkawinan yang dilkakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan 
perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 
Bertolak dari ketentuan hukum tersebut di atas, ternyata akhir-akhir 
ini di Pengadilan Agama. Pengajuan pengesahan perkawinan/itsbat nikah 
bukan saja untuk kepentingan penyelesaian perceraian, akan tetapi 
banyak pengajuan permohonan pengesahan perkawinan untuk 
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kepentingan pengurusan akta kelahiran anak, pengurusan kelengkapan 
administrasi Haji/Umrah, pengalihan hak pensiun, dan sebagainya. 
Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang memeriksa 
dan mengadili perkara istbat nikah, tentunya harus memberikan 
pelayanan yang terbaik bagi pencari keadilan agar permasalahan nikah di 
bawah tangan yang dilaksanakannya atau karena tidak punya akta nikah 
dapat segera teratasi, sehingga problematika yang terkait hal-hal 
keperdataan bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang dilahirkan 
dapat terselesaikan dengan baik. 
Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak 
mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan. Ada yang 
karena faktor biaya alias tidak mampu membayar biaya administrasi 
pencatatan, sehingga tidak dicatatkan tetapi tidak dirahasiakan; ada 
pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang 
melarang pegawai negeri menikah lebih dari satu kali; dan lain 
sebagainya. Ada juka pernikahan yang dirahasiakan karena 
pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut 
mendapat cemohan dari masyarakat, atau pertimbangan-
pertimbangan lain yang memaksa seseorang merahasiakan 
pernikahannya. Dan setelah dirasa ada kebutuhan yang mendesak, 
demi kepastian hukum tentang status anaknya maka keduanya 
(suami istri) mengajukan perkara itsbat nikah ke Pengadilan Agama, 
kasus seperti itu hal yang biasa. Akan tetapi jika permohonan itsbat 
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nikah untuk istri kedua, ketiga, keempat diajukan ke Pengadilan 
Agama, aturannya menjadikan istri terdahulu menjadi pihak 
termohon.1 
Dalam hal bilamana terjadi kondisi seperti tersebut di atas, 
maka keadaan tersebut menjadi hal yang tidak biasa dan menjadi 
problem tersendiri dalam proses pengesahan nikah, karena 
kekhawatiran suami pada umumnya terhadap istri terdahulu jika 
dimintai persetujuannya untuk itsbat nikah, akan keberatan. 
Dalam kaitan dengan pernikahan di bawah tangan dan 
semacamnya, di Pengadilan Agama ada lembaga yang disebut Itsbat 
Nikah (pengesahan nikah). Itsbat nikah atau pengesahan nikah telah 
melembaga dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan terakhir telah diakui 
kelembagaannya dalam Kompilasi hukum Islam (KHI), sebagaimana 
dinyatakan dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada ayat 
(2), bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta 
nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Di 
samping itu dalam ketentuan ayat (3) dinyatakan bahwa itsbat nikah 
yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah antara lain 
berkenaan dengan adanya keraguan tetang sah atau tidaknya salah 
satu syarat perkawinan (huruf c), dan/atau perkawinan yang 
dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan 
                                                 
1 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan 
Administrasi Peradilan Agama, Jakarta, 2010 (halaman 148). 
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menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lembaga itsbat 
nikah ini dimungkinkan untuk diberi kesempatan terhadap legalisasi 
perkawinan di bawah tangan sehingga tercapai ketertiban 
perkawinan bagi masyarakat Islam. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah seperti diuraikan diatas, 
maka rumusan masalah adalah sebagai berikut: 
1. Apa yang menjadi pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam 
menetapkan sahnya pernikahan setelah berlakunya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? 
2. Apa kendala dalam proses pemeriksaan pengesahan nikah 
pada Pengadilan Agama? 
C. Tujuan Penelitian  
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Untuk mengetahui pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam 
menetapkan sahnya pernikahan setelah berlakunya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
b. Untuk mengetahui kendala dalam proses pemeriksaan 
pengesahan nikah pada Pengadilan Agama. 
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D. Kegunaan Penelitian 
Adapun yang menjadi kegunaan atau manfaat yang ingin 
dicapai dari penelitian ini adalah: 
a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat 
dimanfaatkan  sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti 
atau siapa saja yang mempunyai minat dalam mendalami 
serta mengembangkan pengetahuan Hukum Perkawinan, 
Khususnya tentang ketentuan hukum mengenai proses 
pemeriksaan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama.  
b. Secara praktis, penelitian ini dapat berguna bagi pihak yang 
berhubungan erat  dengan masalah perkara perkawinan 
seperti hakim dilingkungan Pengadilan Agama, sehingga 
dapat dijadikan masukan bagi hakim dalam memeriksa, 
memutus dan menyelesaikan perkara pengesahan nikah 
dibawah tangan serta dapat memberikan masukan kepada 
masyarakat utamanya pemeluk agama islam untuk lebih 
mengetahui bagaimana proses dan syarat-syarat untuk 
melangsungkan perkawinan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Dasar Hukum Perkawinan 
Undang-Undang perkawinan dibentuk karena kebutuhan 
masyarakat yang sejak zaman kerajaan Islam (sebelum Indonesia dijajah 
Belanda) sejak zaman kerajaan Islam telah memiliki Pengadilan Agama 
dengan berbagai nama yaitu Pengadilan Penghulu, Mahkamah Syar‟iah 
dan Pengadilan Surambi (Jaih Mubarok, 1996:27). 
Setelah merdeka, pemerintah Republik Indonesia telah membentuk 
sejumlah peraturan tentang Pengadilan Agama. Di antaranya adalah 
pembentukan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan 
Nikah, Talak dan rujuk. Akan tetapi dari segi kebutuhan pengadilan yang 
memerlukan hukum formil dan hukum materiil, maka Undang-Undang 
Nomor 22 tahun1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan rujuk, belum 
dapat dikatakan sebagai hukum formil maupun materiil karena Undang-
Undang tersebut lebih menekankan akan pentingnya pencatatan 
perkawinan.  
Usaha pembentukan Undang-Undang perkawinan di Indonesia 
dimulai sejak tahun 1950. Pada waktu itu pemerintah membentuk panitia 
penyelidik peraturan hukum perkawinan, talak dan rujuk, yang memiliki 
dua tugas, yang pertama yaitu melakukan pembahasan mengenai 
berbagai peraturan perkawinan yang telah ada, dan yang kedua 
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menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) perkawinan yang sesuai 
dengan dinamika dan perkembangan zaman. 
Setelah menempuh perjalanan panjang akhirnya bangsa Indonesia 
mengesahkan Undang-Undang Nasional yang berlaku bagi seluruh Warga 
Negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun sebelumnya mengalami 
kritikan yang tajam baik dari pihak politisi maupun dari berbagai ormas 
Islam yang ada. 
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah Undang-
Undang Perkawinan Nasional. Undang-Undang tersebut diundangkan 
pada tanggal 2 Januari tahun 1974 dan berlaku secara efektif pada 
tanggal 1 Oktober Tahun 1975. Dengan demikian Undang-Undang 
perkawinan Nasional berlaku untuk semua Warga negara di seluruh 
wilayah Indonesia, Undang-Undang ini berusaha menampung prinsip-
prinsip dan memberikan landasan Hukum Perkawinan yang berlaku untuk 
semua golongan dalam masyarakat dan sekaligus telah memberi 
landasan Hukum Perkawinan Nasional. 
Sebagaimana telah diketahui, bahwa sebelum berlakunya Undang- 
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia terdapat 
beraneka ragam hukum Perkawinan yang berlaku bagi berbagai golongan 
penduduk dari berbagai daerah, yaitu: 
1. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum 
Agama Islam yang telah direcepsi dalam Hukum Adat; 
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2. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat; 
3. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku 
Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers (S. 1933 Nomor 74); 
4. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia 
keturunan Cina, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata dengan sedikit perubahan; 
5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia 
keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka; 
6. Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa 
dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (Penjelasan Umum UU No 1 Tahun 1974, No 2). 
Dengan keluarnya Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka 
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (Burgerlijk Wetboek) Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen 
(Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 Nomor 74) dan 
peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken 
S. 1898 Nomor 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur 
perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang yang baru itu 
dinyatakan tidak berlaku. 
Sebenarnya bangsa Indonesia telah lama bercita-cita untuk 
mempunyai Undang-Undang yang mengatur Perkawinan secara Nasional, 
yang berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia. Namun cita-cita 
tersebut baru dapat terwujud pada Tahun 1974, tepatnya pada tanggal 2 
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Januari 1974. yaitu dengan di undangkannya Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Selanjutnya 
disingkat UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). 
Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan ditetapkan bahwa: 
“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 
perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, ketentuan-ketentuan yang 
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), 
Ordanatie Perkawinan Indonesia Kristen (huwelijks Ordanantie Christen 
Indonesier, S 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling 
opde Gemengde Huwelijken, S 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan 
lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam 
Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku”. 
Pasal 66 di atas tidak mencabut seluruh ketentuan-ketentuan 
mengenai Hukum Perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia 
Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesier, S. 1933 Np 74), 
Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde huwelijken, 
S. 1898 Nomor 158), dan Peraturan-peraturan lainnya yang mengatur 
tentang perkawinan, melainkan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Selanjutnya dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan, bahwa Undang-Undang ini 
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mulai berlaku pada tanggal diundangkan, sedangkan pelaksanaannya 
secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
Peraturan Pemerintah yang dimaksud, diundangkan pada tanggal 1 
April 1975, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(selanjutnya disingkat dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan 
mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 (Pasal 49 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dengan demikian Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku secara efektif 
pada tanggal 1 Oktober 1975. Dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diketahui, bahwa hal-hal 
mengenai : 
1. Pencatatan Perkawinan; 
2. Tata cara Perkawinan; 
3. Akta perkawinan; 
4. Tata cara Perceraian; 
5. Pembatalan Perkawinan; 
6. Waktu tunggu ; 
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7. Beristri lebih dari seorang; 
Telah mendapat pengaturan, sehingga dapat diberlakukan meskipun  saat 
ini dinilai sudah tidak efektif lagi.  
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di muka dapatlah 
disimpulkan, bahwa semua peraturan perkawinan dan segala sesuatu 
yang berhubungan dengan perkawinan yang ada sebelum berlakunya 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan 
berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan-ketentuan 
mengenai perkawian dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya perkawinan 
dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu. 
Sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan yang bersifat Nasional, di dalam Pasal 2 ayat 
(1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing 
agama dan kepercayaan, masing-masing merupakan syarat mutlak untuk 
menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. 
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B. Asas-Asas Perkawinan2 
1. Asas Sukarela  
Dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan Perkawinan adalah 
ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang 
sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehubungan 
dengan hal tersebut di atas agar perkawinan terlaksana dengan 
baik, maka perkawinan yang dilaksanakan itu haruslah didasarkan 
atas persetujuan kedua calon mempelai. Agar suami istri dapat 
membentuk keluarga bahagia dan sejahtera serta kekal, maka 
diwajibkan kepada calon mempelai untuk saling kenal terlebih 
dahulu. Perkenalan yang dimaksud di sini adalah perkenalan atas 
dasar moral dan tidak menyimpang dari norma agama yang 
dianutnya. Orang tua dilarang memaksa anak-anaknya untuk 
dijodohkan dengan pria atau wanita pilihannya, melainkan 
diharapkan membimbing dan menuntut anak-anaknya agar memilih 
pasangan yang cocok sesuai dengan anjuran agama yang mereka 
anut.3 
                                                 
2
 Drs. H. Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum.2003. Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek 
Peradilan Agama. Pustaka Bangsa Press. Jakarta. Hal: 6-12 
3 
Ibid. 
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         Sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, maka kawin paksa 
benar-benar dilarang oleh Undang-Undang Perkawinan ini. Batas 
umur yang dikehendaki Undang-Undang Perkawinan ini yaitu 
minimal 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. 
Penyimpangan dari batas umur ini harus mendapat dispensasi 
terlebih dahulu dari pengadilan. Pengajuan dispensasi dapat 
diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai yang belum 
mecapai batas umur minimal sebagaimana tersebut di atas. Antara 
kedua calon mempelai harus ada kerelaan yang mutlak untuk 
melangsungkan perkawinan yang mereka harapkan. Mereka harus 
mempunyai suatu kesadaran dan keinginan bersama secara ikhlas 
untuk mengadakan akad sesuai dengan hukum agama dan 
kepercayaannya.4 
2. Asas Partisipasi keluarga  
Meskipun calon mempelai diberi kebebasan untuk memilih 
pasangan hidupnya berdasarkan asas sukarela, tetapi karena 
perkawinan itu merupakan suatu peristiwa penting dalam 
kehidupan seseorang, maka partisipasi keluarga sangat diharapkan 
di dalam pelaksanaan akad perkawinan tersebut. Pihak keluarga 
masing-masing pihak diharapkan memberikan restu perkawinan 
yang dilaksanakan itu. Hal ini adalah sesuai dengan sifat dan 
kepribadian bangsa Indonesia yang penuh etika sopan santun dan 
                                                 
4
 Drs. H. Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum.2003. Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek 
Peradilan Agama. Pustaka Bangsa Press. Jakarta. 
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religious. Sehubungan dengan hal tersebut di atas bagi para 
mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat 
izin terlebih dahulu dari orang tuanya jika ia hendak 
melangsungkan akad pernikahannya. Dalam keadaan orang tuanya 
tidak ada atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin itu 
dapat diperoleh dari walinya, atau keluarga dalam garis keturunan 
lurus ke atas. Seandainya pihak-pihak tersebut itu menyatakan 
keberatannya maka izin untuk melangsungkan perkawinan dapat 
diperoleh dari Pengadilan Umum bagi orang-orang non muslim dan 
Pengadilan Agama bagi orang Islam. Hal ini sesuai Pasal 6 ayat (4) 
dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.5 
Partisipasi keluarga yang diharapkan dalam hal peminangan 
dan dalam hal pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian 
diharapkan dapat terjalin hubungan silaturrahmi antar keluarga 
pihak mempelai pria dengan keluarga pihak mempelai wanita. 
Melibatkan kedua belah pihak dalam hal ini dengan suatu harapan 
pula agar dapat membimbing pasangan yang baru menikah itu 
supaya dapat menegakkan rumah tangganya dengan baik dan 
benar sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Tidak sedikit 
pasangan yang berumur muda dalam menegakkan rumah 
tangganya terdapat gangguan atau goyah, dalam hal yang 
demikian ini keluarga sangat diharapkan untuk berpartisipasi aktif 
                                                 
5 Ibid. 
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supaya rumah tangga yang baru dibangun itu kembali normal, dan 
tidak terjadi perceraian. Sehubungan dengan hal ini maka kawin lari 
sangat tidak disetujuai oleh Undang-Undang Perkawinan ini.6 
3. Perceraian Dipersulit 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
tidak menghendaki adanya perceraian sehingga dapat dikendalikan 
dan menekan angka perceraian kepada titik yang paling rendah. 
Pembuat undang-undang perkawinan ini menyadari bahwa 
perceraian dilakukan tanpa kendali dan sewenang-wenang akan 
mengakibatkan kehancuran bukan saja kepada pasangan suami 
istri tersebut, tetapi juga kepada anak-anak yang mestinya harus 
diasuh dan dipelihara dengan baik. Oleh karena itu pasangan 
suami istri yang telah menikah secara sah harus bertanggung 
jawab dalam membina keluarga agar perkawinan yang telah 
dilangsungkan itu dapat utuh sampai hayat dikandung badan.7 
4. Poligami Dibatasi Dengan Ketat 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menggunakan istilah “Poligami” 
yang sudah populer dalam masyarakat. Menurut Undang-Undang 
Perkawinan ini adalah perkawinan yang bersifat monogamy, namun 
demikian beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asalkan 
tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianutnya. Beristri 
                                                 
6
 Drs. H. Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum.2003. Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek 
Peradilan Agama. Pustaka Bangsa Press. Jakarta. 
7 Ibid. 
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lebih dari satu orang dapat dibenarkan asalkan dipenuhi beberapa 
alasan dan syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. 
Perkawinan lebih dari satu orang dapat dilaksanakan apabila ada 
izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu. Dalam Pasal 4 dan 5 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa seorang 
pria yang bermaksud kawin lebih dari satu orang harus ada alasan-
alasan. Apabila alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas sudah 
terpenuhi, maka Pengadilan Agama juga harus meneliti apakah 
ada atau tidaknya syarat-syarat tertentu secara kumulatif, yaitu (1) 
persetujuan dari istri atau istri-istrinya, kalau ada harus diucapkan 
di muka Majelis Hakim. (2) kemampuan dari material dari orang 
bermaksud menikah lebih dari satu orang, (3) jaminan berlaku adil 
terhadap istri – istrinya apabila ia sudah menikah, jaminan berlaku 
ini dibuat dalam persidangan majelis hakim. Apabila syarat-syarat 
ini sudah terpenuhi secara kumulatip maka barulah Pengadilan 
Agama member izin kepada pemohon untuk melaksanakan 
perkawinan lebih dari satu orang. Apabila ketentuan perkawinan 
lebih dari satu orang tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan 
tersebut di atas, maka perkawinan tersebut tidak berdasarkan.8 
5. Kematangan Calon Mempelai  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai 
hubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya 
                                                 
8
 Drs. H. Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum.2003. Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek 
Peradilan Agama. Pustaka Bangsa Press. Jakarta. 
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pembatasan umur pernikahan baik bagi wanita maupun bagi pria 
diharapkan lajunya kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin, 
dengan demikian program Keluarga Berencana Nasional dapat 
berjalan seiring dan sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan 
ini. Sehubungan dengan hal tersebut perkawinan di bawah umur 
dilarang keras dan harus dicegah pelaksanaannya. Pencegahan ini 
semata-mata didasarkan  agar kedua mempelai dapat memenuhi 
tujuh luhur dari perkawinan yang mereka langsungkan itu.  
Pihak-pihak berkepentingan dilarang keras membantu 
melaksanakan perkawinan dibawah umur. Pelanggaran terhadap 
ketentuan yang telah ditetapkan itu dapat dikenakan sanksi dengan 
peraturan yang berlaku. Tujuan perkawinan adalah untuk 
mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera dengan 
mewujudkan suasana rukun dan damai dalam rumah tangga yang 
selalu mendapat taufik dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. 
Agar hal ini dapat terlaksana, maka kematangan calon mempelai 
sangat diharapkan, kematangan dimaksud disini adalah 
kematangan umur perkawinan, kematangan dalam berfikir dan 
bertindak sehingga tujuan perkawinan sebagai mana tersebut 
diatas dapat terlaksana dengan baik .9 
 
 
                                                 
9
 Drs. H. Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum.2003. Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek 
Peradilan Agama. Pustaka Bangsa Press. Jakarta. 
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6. Memperbaiki derajat kaum wanita 
Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum 
wanita. Sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu bahwa 
seblum berlakunya Undang-Undang perkawinan ini, banyak suami 
yang memperlakuka istrinya dengan tindakan sewenag-wenang, 
menceraikan istrinya begitu saja tanpa ada alasan yang jelas. 
Tindakan suami yang demikian itu, banyak kaum wanita mengalami 
penderitaan yang tidak putus-putus mereka harus mencari nafkah 
hidup untuk membiayai dirinya dan juga anak-anaknya yang 
seharusnya menjadi tanggung jawab pihak suami. Banyak suami 
meninggalkan begitu saja istrinya tanpa memikirkan biaya hidup 
yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. 
Secara lahiriah, wanita makhluk yang paling banyak 
memerlukan perlindungan, pengayoman dan kasih sayang. 
Tindakan suami yang tidak bertanggung jawab kepada istrinya 
merupakan pukulan moril bagi seorang istri dan ia akan 
menanggung penderitaan sepanjang hidupnya. Kehadiran Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 diharapkan pada masa yang akan 
datang suami harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap istri 
dan anak-anaknya didalam hal pemeliharaan dan perlindungannya. 
Perceraian tidak boleh dilakukan oleh seorang suami secara 
sewenang-wenang tetapi harus dengan cara yang baik, tetapi 
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harus dengan cara yang baik setelah mendapat izin atau 
persetujuan Pengadilan. 
Didalam sidang pengadilan akan ditetapkan kewajiban-
kewajiban yang harus dipikul oleh suami baik sebelum dan sesudah 
perceraian dilaksanakan. Demikian juga dalam menikah lebih dari 
satu orang, harus dilakukan secara tertib sehingga istri-istri dalam 
keluarga itu dapat perlindungan dan tidak merasa dirugikan sebagi 
akibat dari perkawinan itu. Oleh karena itu, untuk menikah lebih dari 
satu orang baru dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari 
Pengadilan Agama. 
Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan diberlakukan, kebanyakan kaum wanita segan 
menuntut suaminya ke Pengadilan, kebanyakan mereka memilih 
diam dengan menanggung derita yang tidak habis-habisnya. 
Kehadiran Undang-Undang Perkawinan ini diharapkan dapat 
melindungi kaum wanita agar dapat hidup sesuai dengan norma-
norma hukum dan adat istiadat yang berlaku. Demikian asas-asas 
yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan. Oleh karena prinsip-prinsip yang terkandung 
dalam Undang-Undang ini sangat positif, maka seluruh warga 
Negara Indonesia harus melaksanakannya secara konsekuen. 
Apabila Undang-Undang perkawinan ini dilaksanakan secara 
bertanggung jawab, maka keluarga bahagia dan sejahtera yang 
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dicita-citakan akan terlaksana dengan baik dan selalu mendapat 
ridha dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tidak lagi terjadi kekacauan 
dalam masyarakat, asal-usul anak menjadi jelas perlindungan 
kepada kaum wanita menjadi lebih baik dan hak-hak asasi manusia 
dihormati sesuai dengan norma-norma yang berlaku.10 
C. Tujuan Pernikahan 
Tujuan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan 
berpegang kepada rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan yaitu pada bagian kalimat kedua yang 
berbunyi :”dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa”. 
Rumusan tujuan perkawinan di atas mengandung arti bahwa 
dengan melangsungkan perkawinan, diharapkan akan memperoleh 
kebahagiaan lahir batin baik dari segi materiil maupun spirituil. 
Kebahagiaan yang akan dicapai ini bukanlah kebahagian yang bersifat 
sementara melainkan kebahagian yang bersifat kekal selamanya 
sampai kematian memisahkan mereka berdua. 
Berdasarkan rumusan di atas maka Undang-Undang membuat 
pembatasan yang ketat terhadap perceraian atau pemutusan 
perkawinan. Perkawinan itu diharapkan dapat kekal selamanya, 
sehingga apabila ada pasangan yang akan mengajukan perceraian 
upaya pertama adalah didamaikan terlebih dahulu dan apabila jalan 
                                                 
10 Drs. H. Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum.2003. Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek 
Peradilan Agama. Pustaka Bangsa Press. Jakarta. 
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damai tidak dapat ditempuh baru melalui jalur hukum yaitu dengan 
melakukan persidangan di Pengadilan, persidangan dilakukan setelah 
semua prosedur dipenuhi antara kedua belah pihak. 
Lebih lanjut tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan sendi-
sendi agama, untuk mendapatkan dan menjaga keturunan, mencegah 
perbuatan maksiat dan dalam rangka membina rumah tangga yang 
sakinah, mawaddah, warahmah. 
Tujuan perkawinan menurut Syariat Islam adalah untuk 
memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara 
laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga 
yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih, untuk memperoleh 
keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang 
diatur dalam Syari‟at Islam. 
Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah 
perkawinan kepada lima hal sebagai berikut : 
1. Memperoleh keturunan yang sah dan akan melangsungkan keturunan 
serta mengembangkan suku-suku bangsa manusian. 
2. Memenuhi tuntutan lahiriah hidup kemanusiaan. 
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.  
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama 
dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang. 
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan 
yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab. 
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Tujuan perkawinan di atas jelas bahwa seseorang sebelum 
melaksanakan perkawinan harus diperhatikan dan dipahami mengenai 
tujuan dilaksanakannya perkawinan, agar tercipta suatu keluarga yang 
harmonis, bahagia, kekal abadi selamanya. Agar perkawinan tersebut 
mempunyai pondasi yang kokoh selain memperhatikan tujuan 
perkawinan, pasangan perkawinan juga diharapkan memperhatikan 
segi spirituil yaitu dengan mempertebal iman dan taqwa supaya tidak 
mudah tergoyah akan keindahan dunia fana ini. Dengan mempertebal 
keimanan diharapkan supaya pasangan tersebut dijauhkan dari 
perceraian 
D. Prosedur dan Tata Cara Pernikahan 
Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 
diatur dalam perundang-undangan tersendiri, yaitu ketentuan mengenai 
tata cara perkawinan diatur dalam Bab III, Pasal 8 dan 10 Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan sebagai 
berikut : 
1. Perkawinan di langsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman 
kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang 
dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini; 
2. Tata cara perkawinandilakukan menurut hukum masing-masing agama 
dan kepercayaannya itu; 
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3. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing 
hukum agamanya dan kepercayaannya itu, prkawinan dilaksanakan di 
hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dan dihadiri oleh dua orang 
saksi; 
4. Sesaat setelah perkawinan dilangsungkan, maka akta perkawinan ynag 
telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan kemudian 
ditandatangani oleh : 
a. Kedua mempelai 
b. Kedua orang saksi yang menghadiri berlangsungnya 
perkawinan itu 
c. Pegawai Pencatat Perkawinan 
d. Khususnya bagi mereka yang melangsungkan perkawinan 
menurut agam islam, akta perkawinan harus ditandatangani 
oleh wali nikah atau yang mewakili. 
Apa yang tercantum dalam sub d, tidak berlaku bagi mereka yang 
melangsungkan perkawinannya tidak berdasar agama islam; 
5.  Dengan ditandatanganinya akta perkawianan, maka akta perkawinan 
inilah yang merupakan bukti otentik akan adanya perkawinan. Dengan 
adanya akta perkawinan, maka akta perkawinan inilah yang merupakan 
bukti otientik akan adanya perkawinan. 
Kemudian dalam akta perkawinan harus membuat : 
a. Nama, tanggal, tempat lahir, agam/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat 
kediaman suami istri. 
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Apabila salh seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan pula 
nama istri dan/atau suami terdahulu; 
b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua 
mereka; 
c. Izin sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 tantang perkawinan ; 
d. Dispensasi sebagai dimaksud dalm pasal 7 ayat (2) Nomor 1 tahun 
1974 tentang perkawinan; 
e. Izin pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 4 Undang-undang 
NOmor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 
f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 
g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk  oleh Menteri HANKAM/PANGAB, bagi 
anggota Angkatan bersenjata; 
h. Perjanjian kawin apabila ada 
i. Nama, umur, agama/kepercayaan, dan tempat kediaman para saksi 
dan wali nikah, bagi yang beragama Isalam; 
j. Nama, umur, agama/kepercayaan,, dan tempat kediaman kuasa, 
apabila perkawinan dilakukan dengan melalui kuasa; 
Akta perkawinan menurut pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan, harus dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama 
disimpan oleh Pebagai Pencatat, helai kedua disimpan pada Penitera 
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Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatat perkawinan itu berada. 
Kepada suami-istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan. 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut  
hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum, akan tetapi juga 
merupakan perbuatan keagamaan, sehingga sah dan tidaknya 
perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan 
kepercayaannya mereka yang melangsungkan perkawinan. 
E. Pernikahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
 
1. Pernikahan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Dalam pembahasan ini yang dimaksud dengan pernikahan 
sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan adalah pernikahan yang dilakukan bagi yang 
beragama Islam dan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam 
yakni pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun pernikahan 
sebagaimana yang ditentukan dalam hukum Islam. Pernikahan 
tersebut baik yang tercatat sehingga memiliki buku nikah maupun 
yang tidak memiliki buku nikah. Asalkan dilakukan sebelum 
berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. 
Sebagaimana telah diketahui, bahwa sebelum berlakunya 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di 
Indonesia terdapat beraneka ragam hukum Perkawinan yang 
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berlaku bagi berbagai golongan penduduk dari berbagai daerah, 
yaitu: 
1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam 
berlaku hukum Agama Islam yang telah diressipier dalam 
Hukum Adat; 
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku Hukum 
Adat; 
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen 
berlaku Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers (S. 
1933 Nomor 74); 
4. Bagi orang-orang Timur Asia Cina dan Warga Negara 
Indonesia keturunan Cina, berlaku ketentua Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit 
perubahan; 
5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara 
Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku 
Hukum Adat mereka; 
6. Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia 
keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka 
berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata11 
Dengan keluarnya Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka 
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
                                                 
11
  Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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Perdata (Burgerlijk Wetboek) Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen 
(Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 Nomor 74) dan 
peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken 
S. 1898 Nomor 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur 
perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang yang baru itu 
dinyatakan tidak berlaku. 
Pernikahan yang dilaksanakan sebelum berlakunya undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak tercatat, 
tidak pernah disebut sebagai perkawinan di bawah tangan atau 
pernikahan sirri. Oleh karena istilah nikah di bawah tangan atau nikah sirri 
baru muncul setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan. Lahirnya istilah pernikahan di bawah tangan atau 
pernikahan sirri berawal dari adanya pengajuan permohonan pengesahan 
nikah di Pengadilan Agama, disebabkan tidak mempunyi bukti pernikahan 
berupa buku Kutipan Akta Nikah. 
Sebenarnya bukti perkawinan berupa buku nikah bagi perkawinan 
sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan sudah dibuatkan untuk pernikahan yang tercatat pada saat 
itu, karena pencatat perkawinan sudah diatur di dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, 
Talak, dan Rujuk di seluruh daerah Luar Jawa dan Madura, yang 
dikuatkan berlakunya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 
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tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesiab 
Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946. 
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 menentukan dalam 
ayat (1) bahwa “nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya 
desebut nikah, diawasi oleh Pegawai pencatat Nikah yang diangkat oleh 
Menteri Agama atau oleh Pegawai yang ditunjuk”12 
Ayat (2) menentukan, “ yang berhak melakukan pengawasan atas 
nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya 
pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang 
ditunjuk olehnya”.13 
Selanjutnya tugas Pegawai Pencatat Nikah ditentukan dalam Pasal 2 ayat 
(1), yaitu: 
“Pegawai Pencatat Nikah dan orang yang disebut dalam 
ayat (3) Pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang 
dilakukan di bawah pengawasannya dan tentang talak dan 
rujuk yang diberitahukan kepadanya, catatan yang 
dimaksudkan pada Pasal 1 dimasukkan di dalam buku 
pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan untuk 
hal itu, dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh 
Menteri Agama.”14 
 
Selain itu, untuk mengetahui ketentuan pelanggaran pelaksanaan 
akad nikah yang dilakukan orang Islam di Indonesia ditentukan dalam 
Pasal 3 ayat (1): 
“Barang siapa yang melakukan akad nikah dengan seorang 
perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang 
                                                 
12
 Sayuti Thalib. 1986. Hukum Kekeluargaan Indonesia, berlaku bagi Umat Islam. cetakan 5. 
Jakarta. UI Press, hal 168 
13
 Ibid, hlm. 168-169 
14
 Ibid. 
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dimaksudkan pada ayat (2) Pasal 1 atau wakilnya, dihukum 
denda sebanyak-banyaknya Rp50,00 (lima puluh rupiah).” 
 
Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 
dapat diketahui bahwa pelaksanaan perkawinan sebelum berlakunya 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang 
harus dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Barang siapa 
(seorang laki-laki) yang melakukan akad nikah dengan seorang 
perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai, maka ia dapat 
dikenakan hukuman denda paling banyak Rp50,00 (lima puluh rupiah). 
Dalam ketentuan tersebut jelas, bahwa yang dapat dikenakan hukuman 
denda adalah suami. 
Ketentuan lain yang perlu dimuat dalam penulisan skripsi ini adalah 
Pasal 3 ayat (5) yang menentukan pencatatan perkawinan berdasarkan 
keputusan hakim, bahwa: 
“…jika ada orang menikah tidak dengan mencukupi syarat 
pengawasan…, maka biskal-gripir hakim kepolisian (Panitera 
Pengadilan Negeri) yang bersangkutan mengirim salinan 
keputusannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang 
bersangkutan dengan pegawai itu memasukkan nikah … di 
dalam buku pendaftaran masing-masing dengan menyebut 
surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu.”15 
 
Yang dimaksud dengan “ ada orang menikah tidak dengan 
mencukupi syarat pengawasan” adalah perkawinan yang tidak 
dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, atau perkawinan di 
bawah tangan, atau perkawinan yang belum dicatatkan, sebagaimana 
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 Ibid., hlm. 170. 
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dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1946. Perkawinan tersebut dapat didaftarkan kepada 
Pegawai Pencatat Nikah setelah mendapat keputusan Hakim (itsbat 
nikah). Hukuman denda paling banyak Rp50,00 (lima puluh rupiah) dapat 
ditetapkan terhadap suami sebagai hukuman administrasi, sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan hukuman 
administrasi paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).16 
 Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 kemudian 
diakomodir Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tentang itsbat nikah, tetapi 
hukum materilnya tidak untuk semua perkawinan di bawah tangan. Alas 
an-alasan pengajuan itsbat nikah menurut Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam 
ditentukan: (1) karena adanya tujuan untuk penyelesaian perceraian, (2) 
akta nikah hilang, (3) adanya keraguan syarat perkawinan yang harus 
dipenuhi, (4) perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974, (5) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak 
mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini dibahas lebih lanjut dalam 
pembahasan mengenai Pencatatan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum 
Islam. 
 
 
                                                 
16
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 
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2. Pernikahan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
 
 Landasan hukum pernikahan setelah berlakunya Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 sudah sangat jelas. Mengenai dasar, asas-asas dan 
tujuan perkawinan sangat jelas dan ditegaskan dalam pasal-pasal berikut 
penjelasannya Undang-Undang Perkawinan ini. Selanjutnya untuk efektif 
nya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut maka 
diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pelaksanaan yang 
diatur dalam peraturan pemerintah ini terdapat dua bagian, yaitu (1) 
pelaksanaan yang berhubungan dengan pelaksanaan nikah yang menjadi 
tugas pegawai pencatat nikah (PPN) dan (2) pelaksanaan yang 
dilakasanakan oleh pengadilan, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh 
Peradilan Umum bagi warga Negara yang non muslim dan Peradilan 
Agama yang muslim. Pelaksanaan terhadap hal terakhir ini dilaksanakan 
terhadap beberapa hukum yang berkenaan dengan pelaksanaan 
perkawinan dan perceraian.17 
 Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
perkawinan diaggap sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan 
menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Negara 
Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk 
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 Drs. H. Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum. 2003. Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek 
Peradilan Agama. Pustaka Bangsa Press. Jakarta. Hal 14 
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mencatat perkawinan dan perceraiannya. Adapun instansi atau lembaga 
yang dimaksud adalah : 
a. Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk Nikah, Talak dan 
Ruju‟ bagi orang beragama Islam (dilihat Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954). 
b. Pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama 
Kristen, Hindu, dan Budha dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil 
berdasarkan ketentuan Pasal 3 sampai 9 peraturan pemerintah ini. 
Meskipun masalah pencatatan perkawinan telah ditegaskan dalam 
Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selama ini ternyata 
masih ada kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini karena menurut 
pemahaman sebagian anggota masyarakat bahwa perkawinan sudah sah 
apabila ketentuan-letentuan yang ada dalam kitab-kitab fiqhi sudah 
terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di Kantor Urusan Agama dan tidak 
perlu surat nikah sebab hal itu diatur pada zaman Rasulullah dan 
merepotkan.  
 Sebagai akibat dari pemikiran tersebut, penulis mencermati bahwa 
setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 banyak 
perkawinan dilakukan secara diam-diam (sirri) atau yang sangat populer 
dikenal dengan pernikahan di bawah tangan tanpa melibatkan Pegawai 
Pencatat Nikah untuk mencatatkan pernikahannya. 
 Mengenai permohonan pengesahan nikah terhadap perkawinan 
yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
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yang tidak tercatat akibat kesalahan dan kelalaian yang bersangkutan, 
kecuali untuk penyelesaian perceraian yang dimungkinkan oleh Pasal 7 
ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam, ada perkembangan pemikiran oleh 
hakim. Menurut beberapa hakim perkawinan tanpa pencatatan setelah 
Tahun 1974 dimungkinkan untuk disahkan dengan pertimbangan 
kemaslahatan. Menjadi problema jika ada perkawinan sesudah Tahun 
1974 tetapi tidak dicatatkan, mereka tidak ingin bercerai dan sudah ada 
anak terus hakim tidak mensahkan/mengitsbatkan, anaknya menjadi tidak 
diakui. Hakim harus ada keberanian mengesahkan perkawinan tersebut, 
karena hal ini masalah ummat.18 
Menurut hemat penulis, prinsip-prinsip dasar dan tujuan perkawinan 
setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi 
kokoh,antara lain keluarga bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan akan 
tercapai dengan baik dan mendapat ridha dari Tuhan Yang Mah Kuasa. 
Kekacauan rumah tangga keluarga tidak lagi terjadi apabila warga 
masyarakat mentaati prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-
Undang Perkawinan ini, asal usul anak menjadi jelas, perlindungan 
kepada kaum wanita menjadi lebih baik dan hak-hak asasi kaum wanita 
dihormati sesuai dengan dengan norma-norma hukum yang berlaku. 
 
 
 
                                                 
18
 Andi Syamsu Alam, Ketua Muda Uldilag MA, Beberapa Permasalahan Hukum di Lingkungan 
Uldilag, Disampaikan pada rapat kerja nasional MA RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding 
dari Empat Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia Tahun 2009, tanggal 24 September 2009. 
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F. Pernikahan Terdaftar dan Tidak Terdaftar 
Dalam bagian ini penulis akan kemukakan perihal pernikahan 
terdaftar dan pernikahan yang tidak terdaftar dalam kaitannya dengan 
pencatatan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan 
Perundang-Undangan. 
Dalam skripsi ini untuk mengetahui apa yang dimaksudkan 
“pernikahan terdaftar” maka penulis akan mengemukakan kembali perihal 
pernikahan yang tidak dicatat, karena “perkawinan tidak dicatat” menurut 
Neng Djubaedah19 adalah berbeda dengan “perkawinan sirri”. Yang 
dimaksud dengan “perkawinan tidak dicatat” adalah perkawinan 
(pernikahan) yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum 
Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum di daftarkan di Kantor Urusan 
Agama Kecamatan sebagai Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana di 
Wilayah Kecamatan setempat, sebagaimana ditentukan dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.20 
Istilah “tidak dicatat”, tidak sama dengan istilah “tidak dicatatkan”. 
Kedua istilah tersebut mengandung makna yang berbeda. Pada istilah 
“perkawinan tidak dicatat” bermakna bahwa perkawinan itu tidak 
mengandung unsur “dengan sengaja” yang mengiringi iktikad atau niat 
seseorang untuk tidak mencatatkan perkawinannya. Adapun istilah 
                                                 
19
 Neng Djubaidah. 2010. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat, Menurut Hukum 
Tertulus di Indonesia dan Hukum Islam. Sinar Grafika, Jakarta. 
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“perkawinan tidak dicatatkan” terkandung iktikad atau niat buruk dari 
suami khususnya yang bermaksud perkawinannya memang “dengan 
sengaja” tidak dicatatkan”. Karena itu Neng Djubaedah menyepadankan 
“perkawinan tidak dicatat” dengan “perkawinan yang belum dicatatkan” 
yang berbeda dengan perkawinan tidak dicatatkan.21 
Sebagaimana penulis telah dikemukakan bahwa perkawinan tidak 
dicatat adalah berbeda dengan perkawinan sirri (perkawinan yang 
disembunyikan), karena yang dimaksud dengan perkawinan tidak dicatat 
adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat berdasarkan hukum 
Islam. Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, jika perkawinan 
yang sah secara syar‟i (menurut syari‟at Islam) maka sah pula menurut 
Peraturan Perundang-Undangan. Perkawinan tidak dicatat adalah sah 
menurut Peraturan Perundang-Undangan karena sesuai dengan Hukum 
Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia yang berdasarkan Pasal 2 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 Kompilasi 
Hukum Islam (sebagai ius constitutum) juncto Pasal 3 Rancangan 
Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama Bagian Perkawinan 
Tahun 2007.22 
Setelah meneguraikan status pernikahan tidak dicatat, maka 
penulis kemukakan tentang pencatatan perkawinan dalam kaitannya 
“pernikahan terdaftar dan tidak terdaftar”. Sebelum Undang-Undang 
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 Neng Djubaidah. 2010. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat, Menurut Hukum 
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Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan sudah ada Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk, berlaku bagi Umat 
Islam. Dalam Undang-Undang ini telah ditentukan mengenai “pencatatan 
perkawinan” dan hukuman terhadap pelaku pelanggaran ketentuan 
pencatatan perkawinan. 
Mengenai pernikahan terdaftar dan tidak terdaftar secara tersirat 
(implisit) sudah disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1946 menentukan dalam ayat (1) bahwa “nikah yang dilakukan 
menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pengawai 
Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh Pegawai 
yang ditunjuk”.23 
 Ayat (2) menentukan ”yang berhak melakukan pengawasan atas 
nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya 
pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk 
olehnya”.24 
 Adapun tugas Pegawai Pencatat Nikah ditentukan dalam Pasal 2 
ayat (1), yaitu: 
 “Pegawai Pencatat Nikah dan orang yang disebut dalam ayat (3) 
Pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan dibawah 
pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberitahukan 
kepadanya, catatan yang dimaksudkan pada Pasal 1 dimasukkan di 
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 Undang-Undang Nomor  22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. 
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dalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan untuk hal 
itu, dan contohnya masing-masing yang ditetapkan oleh Menteri Agama.25 
 Ketentuan lain yang perlu dimuat dalam penulisan skripsi ini adalah 
Pasal 3 ayat (5) yang menentukan pencatatan perkawinan berdasarkan 
keputusan hakim, bahwa: 
 “ … jika ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat 
pengawasan…, maka biskal-gripir hakim kepolisian (Panitera Pengadilan 
Negeri) yang bersangkutan mengirim salinan keputusan kepada Pengawai 
Pencatat Nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah … 
didalam buku pendaftaran masing-masing denga menyebut surat 
keputusan hakim yang menyatakan itu”.26 
 Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (5) di atas, bahwa perkawinan 
yang tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, atau 
Perkawinan di bawah tangan, atau perkawinan yang belum dicatatkan, 
sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, perkawinan tersebut dapat 
didaftarkan kepada Pengawai Pencatat Nikah setelah mendapat 
keputusan Hakim pengesahan nikah (Itsbat nikah). 
 Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 kemudian 
diakomodir Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang penegesahan 
nikah (itsbat nikah). 
 Mengenai pernikahan terdaftar dan tidak terdaftar, jika dihubungkan 
dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 
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Tahun 1974 yang bersifat universal bagi seluruh warga Negara Indonesia, 
sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut masing-masing Hukum 
Agama yang dipeluknya. 
 Menurut Neng Djubaedah, perkawinan menurut hukum masing-
masing agamanya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) adalah merupakan 
“peristiwa hukum”. Peristiwa hukum tidak dapat dibatalkan oleh adanya 
peristiwa penting yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.27 
 Jadi, bagi orang Islam, sahnya perkawinan adalah apabila 
dilakukan menurut hukum Islam, sedangkan pencatatan perkawinan 
hanya sebagai kewajiban administrasi belaka.28 
 Kemudian pencatatan perkawinan dalam Pasal 5 ayat (1) KHI 
disebutkan bahwa perkawinan harus dicatat, agar terjamin ketertiban 
perkawinan bagi warga masyarakat yang beragama Islam. Ketentuan 
tersebut diatas menurut Neng Djubaedah merupakan perwujudan dari 
Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan. Tetapi keharusan mencatat pernikahan tersebut 
adalah tidak berarti bahwa pencatatan perkawinan sederajat atau 
sepadan dengan ketentuan dahnya perkawinan yang ditentukan dalam 
pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, 
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sebagaimana telah ditafsirkan oleh Neng Djubaedah. Pasal 2 ayat (2) 
Undang-Undang Perkawinan tidak mengakibatkan perkawinan menjadi 
tidak sah jika tidak dicatat. Oleh karena itu, istilah “harus dicatat” dalam 
Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga hanya bertujuan untuk 
menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata.29 
 Jadi menurut penulis, bahwa mengenai pernikahan terdaftar dan 
tidak terdaftar adalah menyengkut persoalan teknis saja, sebagaimana 
telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, mengatur tentang tata cara dan tata laksana melaksanakan 
perkawinan dan pencatatan (pendaftaran) perkawinan. 
 Menurut penulis pengertian pencatatan perkawinan sebenarnya 
secara teknis lebih luas jangkauannya dari pada pendaftaran perkawinan., 
sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Beberapa 
Pasal dianggap penting untuk dikemukakan, yaitu Pasal 2 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini, yang menentukan 
pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat 
Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1946 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, yakni Kepala Kantor 
Urusan Agama Kecamatan yang diangkat oleh Menteri Agama. 
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Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai 
Pencatat Nikah (PPN) dalam melaksanakan tugasnya sebagai pencatat 
perkawinan, dibawah oleh Penghulu yang biasa disebut Pembantu 
Pegawai Pencatat Nikah. Penghulu ini sekarang dijabat oleh Para Imam 
Desa kelurahan yang diangkat oleh Bupati atau Walikota. Para Penghulu 
dalam melaksanakan tugasnya telah ditentukan masing-masing 
wilayahnya oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam hal ini 
Pegawai Pencatat Nikah. 
 Pegawai Pencatat Nikah dalam melaksanakan tugasnya sebagai 
pencatat pernikahan yang terjadi di wilayahnya, yang dibantu oleh para 
Penghulu. Sekarang ini para Penghulu dalam melaksanakan tugasnya 
dilarang melaksanakan akad nikah sebelum mendaftarkan pernikahan 
yang akan diadakan di wilayahnya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada 
Kantor Urusan Agama Kecamatan.30 
 Jadi menurut penulis sejak ada pemberitahuan kehendak menikah 
oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita, sejak saat itu, 
dilakukan pencatatan nikah oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 
(Penghulu). Kemudian paling lambat 10 hari sebelum maksud kehendak 
nikah dilaksanakan, Pembantu PPN melapor kepada Kepala KUA 
Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah untuk mendaftarkan rencana 
pernikahan yang bersangkutan. 
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Dalam kasus sering terjadi Pembantu PPN (Penghulu) sebenarnya telah 
melakukan pencatatan nikah, namun karena melihat yang menikah itu 
orang awam, tidak punya pendidikan memadai, Penghulu tersebut tidak 
melaporkan pernikahan tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama 
Kecamatan. 
 Maka dalam kasus seperti ini itulah Buku Kutipan Akta Nikah tidak 
diterbitkan karena pernikahan yang bersangkutan tidak dilaporkan oleh 
Penghulu untuk didaftar. 
 Dalam kodisi seperti itulah  banyak terjadi ditengah masyarakat, 
apa yang disebut pernikahan di bawah tangan. Nikahnya sah tetapi tidak  
terdaftar oleh karena ulah Penghulu atau Pembantu Pegawai Pencatat 
Nikah (PPN) yang tidak bertanggung jawab. 
 Jadi menurut penulis asal muasal terjadinya pernikahan terdaftar 
dan tidak terdaftar disebabkan persoalan teknis pencatatan pernikahan. 
Solusi untuk pernikahan yang tidak terdaftar atau pernikahan di bawah 
tangan, dapat diajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan 
Agama yang mewilayahi tempat tinggal pencari keadilan tersebut.  
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G. Kompetensi Pengadilan Agama Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989,  Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2006, Juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang 
Peradilan Agama 
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus 
dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang 
beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, 
zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.31  
Untuk lebih jelasnya penulis paparkan rinciannya sebagai berikut: 
a. Hukum Keluarga32 
1) Izin Poligami. 
2) Izin Kawin, Dispensasi Kawin dan Wali Adhal. 
3) Penolakan Perkawinan. 
4) Pencegahan Perkawinan. 
5) Pembatalan Perkawinan. 
6) Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah. 
7) Perkawinan Campuran. 
8) Cerai Talak. 
9) Cerai Gugat. 
10) Harta Bersama. 
11) Talak Khuluk. 
12) Syiqaq. 
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13) Li‟an. 
14) Asal-usul Anak. 
15) Pemeliharaan dan Nafkah Anak. 
16) Perwalian. 
17) Pengangkatan Anak. 
b. Hukum Kewarisan. 
c. Wasiat dan Hibah. 
d. Wakaf. 
e. Ekonomi Syari‟ah. 
f.    Zakat, Infaq dan Shadaqah.33 
g. Sengketa Kewenangan Mengadili. 
h. Itsbat Rukyatul Hilal. 
H. Pengesahan Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan 
1. Pernikahan Di Bawah Tangan Dalam Kaitannya Pengesahan 
Nikah. 
Perkawinan di bawah tangan dengan kata lain, pernikahan yang 
tidak tercatat yang dilakukan hanya menurut ajaran agama dan 
kepercayaannya, akan tetapi tidak dilakukan pencatatan perkawinan 
sehingga tidak mempunyai bukti otentik dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum didalamnya. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 
1974, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diatur didalamnya. 
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Apabila diliahat dari segi hukum, pernikahan adalah suatu 
perbuatan hukum yang mempunyai akibat-akibat hukum, sedangkan sah 
atau tidak sahnya suatu pernikahan ditentukan oleh hukum positif. 
Pernikahan di bawah tangan ini sering dilakukan oleh seorang pria 
yang sudah beristri yang ingin berpoligami sedangkan istrinya tidak 
menyetujuinya sehingga poligami tersebut tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur didalamnya, sehingga mereka 
sepakat melakukan perkawinan di bawah tangan atau nikah secara sirri. 
Selain alasan di atas pasangan nikah di bawah tangan 
menganggap prosedur berpoligami yang rumit karena harus mempunyai 
alasan yang cukup kuat untuk melakukan poligami sehingga mereka 
sering mengambil jalan pintas dengan melakukan pernikahan di bawah 
tangan. 
Meski sah menurut agama, namun pernikahan di bawah tangan 
tidak barokah dan luput dari perlindungan hukum perkawinan. Dengan 
keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengesahkan 
pernikahan di bawah tangan.34 
Pembahasan mengenai pernikahan di bawah tangan ini cukup 
panjang. Terhadap kasus tersebut, peserta itjima‟ sepakat bahwa 
pernikahan di bawah tangan hukumnya sah, karena haram apabila di 
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kemudian hari terjadi kemudrahatan, seperti istri dan anak-anaknya 
telantar. 
“Persoalan ini hangat dibahas, karena ada peserta ijtima‟ 
semangat  sekali mengharamkan dan ada pula yang bergairah 
untuk menghalalkannya tanpa catatan harus mendaftarkan ke 
Kantor Urusan Agama (KUA)”.35  
 
Komisi fatwa MUI sengaja memakai istilah pernikahan di bawah 
tangan, selain untuk membedakan dengan pernikahan siri yang sudah di 
kenal masyarakat. Istilah ini lebih sesuai dengan ketentuan agama Islam. 
Nikah di bawah yang dimaksud dalam fatwa ini adalah penikahan yang 
terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum 
Islam). Namun, nikah ini tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang 
sebagaimana di atur dalam perundang-undangan. 
Nikah siri itu, mungkin hanya nikah berdua saja, tanpa ada saksi 
dan sebagainya. “Kalau pengertian siri itu dianggap berdua saja, tidak 
pakai syarat dan rukun nikah lainnya, bisa di pastikan pernikahan 
semacam ini tidak sah‟‟.36  
Terkait dengan masalah haram jika ada kemudrahatan, hukum 
nikah yang awalnya sah karena memenuhi syarat dan hukum nikah, 
menjadi haram karena ada yang menjadi korban. Jadi “haramnya itu 
datangnya belakangan. Pernikahannya sendiri tidak batal, tapi menjadi 
berdosa karena ada orang yang diterlantarkan, sehingga dia berdosa 
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karena mengorbankan istri atau anak. Sah tapi haram kalau sampai terjadi 
korban.37 
Menurut pendapat Dekan Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN 
Makassar Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A., bahwa : 
“Boleh disahkan, Syari‟ah Islam dapat disahkan, karena memenuhi 
syarat-syarat. Dalam artian selagi memenuhi rukun dan syarat, 
pernikahan di bawah tangan itu sah. Tetapi menurut pandangan 
hukum positif, harus dicatat kalau tidak dicatat itu tidak sah, itu 
menurut undang-undang. Jika terjadi sesuatu sesudah itu, bisa 
tidak dapat warisan, nah itu intinya”. ”Disahkan itu bagus, supaya 
tertib administrasi. Menurun syari‟ah islam biar tidak diitsbat, bisa 
(hukum islam) yang penting memenuhi syarat dan rukun. Tapi 
menurut undang-undang harus di itsbat dalam arti dicatat. Ini 
bertentangan dengan hukum di Indonesia”.38 
 
Setiap warga negara hendaknya melaksanakan setiap peraturan 
yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebab semua peraturan pada 
hakekatnya adalah bertujuan untuk kepentingan masyarakat demikian 
juga dalam hal perkawinan. Adapun pengertian dari perkawinan di bawah 
tangan adalah: 
“Suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang 
perempuan yang tidak memenuhi pasal 2 ayat (2) UU No 1 
tahun 1974 dan tata cara perkawinan menurut PP No.9 Tahun 
1975.” 
 
Mereka hidup sebagai suami istri  tanpa mempunyai kutipan akta 
nikah, yang pelaksanaan nikahnya itu dilaksanakan oleh pemuka agama 
di tempat perkawinan dilaksanakan. Masih terdapat di anggota 
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masyarakat yang perkawinannya dilaksanakan tanpa sepengetahuan 
Pegawai Pencatat. Adakalanya orang tua yang menganggap dirinya 
adalah seorang kyai tau pemuka agama, merasa bahwa tanpa kehadiran 
aparat yang berwenang juga sudah sah, menurut hukum agama Islam 
serta mereka menganggap hal tersebut hanyalah hal yang sifatnya 
administratife saja. 
Di beberapa meia yang menginformasikan tentang nikah di bawah 
tangan yang biasanya perkawinan agama yang diperbolehkan dan 
mereka mengaanggap bahwa perkawinan itu adalah sah. 
Perkawinan di bawah tangan bukan merupakan perkawinan yang 
sah dihadapan hukum dan Negara, hanya sah menurut agama karena 
terpenuhinya rukun nikah. Sehingga banyak pendapat ahli hukum dan 
sarjana hukum berpendapat bahwa perkawinan dibawah tangan adalah 
sah hanya kurang dalam pencatatan perkawinan atau syarat 
administrative saja. Tetapi melihat dari pasal 2 ayat (2) harus dibaca 
sebagai satu kesatuan, artinya perkawinan yang sah adalah yang 
dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan itu dan harus dicatatkan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 100 KUH Perdata dan akta perkawinan 
merupakan bukti satu-satunya adalah suatu perkawinan. 
Menurut Drs.H. Usman, S.H., Ketua Pengadilan Agama Makassar 
berpendapat bahwa “Itsbat nikah sebetulnya bahasa Kompilasi. Sasaran 
kepercayaannya itsbat nikah yang dilakukan paska keluarnya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dasar pertimbangan Majelis untuk 
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mengabulkan ada beberapa hal, tentunya yang sering terjadi tertara pada 
Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Beranjak dari apa alasan 
mengajukan pengesahan nikah. Jika alasannya mengajukan karena 
terbukti kelalaiannya, kelalaian petugas artinya dia seorang awam sudah 
melaporkan ke PPN. Kita berbicara paska berlakunya Undang-Undang. 
Contoh kasus: masyarakat berhajat untuk mencatat, melapor ke PPN, ada 
pengantar dari Lurah atau Desa ke PPN, dicatat menurut dia, tetapi tidak 
terbit buku nikah, karena petugasnya yang lalai tidak mencatatkan dibuku 
nikah.39 
Jadi pertimbangan Hukum Hakim, Kenapa itsbat nikah dikabulkan 
antara lain, untuk melindungi hak kemaslahatan karena masyarakat sudah 
beritikat baik, patuh terhadap hukum, sehingga melaporkan 
pernikahannya kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah), tapi karena 
kelalaian Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak terbit, kenapa tidak 
terbit karena tidak didaftar di buku nikah. Persoalannya kenapa, persoalan 
uang. Jika tidak didaftar di buku nikah, tidak setor uang. Itu banyak terjadi 
di daerah-daerah, di Makassar pun ada. Dengan pertimbangan itu, 
pertimbangan Majelis bahwa masyarakat ingin itikat baik untuk patuh 
terhadap aturan. Mengingat karena dia buta hukum, orang awam 
sehingga dia tidak tahu selut-belutnya, hanya melaporkan atau sekedar 
melaporkan kepada petugas karena terbukti kelalaian petugas sehingga 
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tidak terbit buku nikah. Penetapan akta nikah dengan mengenyampingkan 
pasal yang ada.40 
Selain itu Menurut pendapat mantan Wakil Ketua Pengadilan 
Agama Barru sekarang bertugas sebagai Hakim di Pengadilan Agama 
Kendari Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H.,M.H. bahwa perkawinan di bawah 
tangan atau pernikahan yang tidak tercatat, pelakunya dapat mengajukan 
pengesahan nikah di Pengadilan Agama. Namun demikian pengesahan 
nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama harus melalui tahap-tahap dan 
prosedur yang ada sehingga permohonan pengesahan nikah itu hanya 
dapat diberikan melalui persidangan dan atas keputusan hakim setelah 
mendengarkan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah. Akan tetapi 
tidak semua permohonan pengesahan nikah dikabulkan oleh Pengadilan, 
karena Pengadilan harus membuat pertimbangan-pertimbangan hukum 
yang pasti dan perkawinannya telah terbukti dilaksanakan menurut 
ketentuan syari‟at Islam, yakni memenuhi rukun dan syarat–syarat 
pernikahan dan tidak melanggar larangan-larangan perkawinan menurut 
ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengesahan nikah itu 
meskipun menjadi kewenangan Pengadilan Agama akan tetapi 
Pengadilan tidak mencari-cari perkara, jika ada pihak yang mengajukan 
permohonan pengesahan nikah tidak boleh menolak dengan alasan 
hukumnya tidak ada atau tidak jelas melainkan wajib menerimanya. Lebih 
lanjut dikatakan bahwa, akhir-akhir ini banyak permohonan pengesahan 
                                                 
40 Wawancara penulis hari selasa tanggal 30 April 2013 bertempat diruang kerja Ketua Pengadilan 
Agama Makassar(Drs. H. Usman, S.H.) 
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nikah diterima di Pengadilan Agama dengan berbagai kepentingan, antara 
lain untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya, untuk mengurus 
paspor haji atau umrah, untuk pengalihan hak pensiun janda, dan untuk 
mendapatkan hak harta bersama atau harta warisan. Yang disebutkan 
terakhir biasanya sangat sulit dikabulkan karena menghadapi kendala 
untuk menghadirkan saksi-saksi didalam persidangan di Pengadilan.41 
Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, jelaslah bahwa 
sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah „kawin bawah tangan‟ dan 
semacamnya dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. 
Namun, secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak 
dicatatkan dianggap dilakukan tanpa memenuhi memenuhi ketentuan 
undang-undang yang belaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan 
yang diatur dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi. “tiap-
tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
belaku”. 
Ketentuan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975. Pasal-pasal yang berkaitan dengan tatacara perkawinan dan 
pencatatanya, antar lain Pasal 10, 11, 12, dan 13. 
Menurut ketentuan pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur 
tatacaraperkawinan.Dalam ayat (2) disebutkan : “tatacara perkawinan 
dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaanya”. Dalam 
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  Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H.,M.H.  sekarang bertugas sebagai Hakim Pengadilan Agama 
Kendari. 
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ayat (3) disebutkan “ dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut 
hukum agamanya dan kepercayaanya itu, perkawinan dilaksanakan di 
hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua oaring saksi”. 
Selanjutnya tentang pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 11 : 
1) Sesaat setelah dilangsungkannya prkawinan sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini   
keddua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah 
disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang 
berlaku; 
2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh 
mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan 
Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan perkawinan 
dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Isalam, 
ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya; 
3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka 
perkawinan telah tercatat secara resmi. 
Berikutnya dalam Pasal 12 diatur hal-hal apa saja yang dimuat 
dalam akta perkawinan, dan dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut tentang 
akta perkawinan dan kutipannya, yaitu: 
1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai 
pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan 
pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor pencatatn 
Perkawinan itu berada; 
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2) Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan 
kutipan akta perkawinan. 
Dari ketentuan perundang-undangan di atas dapat diketahui bahwa 
peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengatur materi 
perkawinan, bahkan ditegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan 
menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. 
Peraturan perundangan hanya mengatur perkawinan dari formalitasnya, 
yaitu perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus 
dilaksanakan menurut peraturan agar terjadi ketertiban dan kepastian 
hukumnya. 
2. Dasar Hukum Pengesahan Nikah 
Adapun dasar hukum pengesahan nikah, yaitu:42 
1. Pasal 56 ayat (1) UU nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman dan pasal 60B UU nomor 50 tahun 2009 tentang 
Perubahan ke dua atas UU nomor 7 tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama: “Setiap orang yang tersangkut perkara 
berhak memperoleh bantuan hukum”; 
2. Pasal 49 UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 3 tahun 2006 dan 
UU nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya; 
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Drs. H.  Masrum M Noor, MH.2011.Itsbat Nikah Bagi Warga Negara Indonesia di Luar Negeri. 
Halaman 2. http://www.pa-magelang.go.id/component/content/article/52/262-penetapan-
pengesahan-nikah-wni-di-luar-negeri.html. 
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3. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2010, 
lampiran B tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di 
lingkungan Peradilan Agama; 
4. Keputusan Bersama Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan 
Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 04/TUADA-
AG/II/2011 dan nomor 020/SEK/SK/II/2011 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 
tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B; 
5. UU nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan 
Rujuk; 
6. Peraturan Menteri Agama RI nomor 11 tahun 2007 tentang 
Pencatatan Nikah; 
7. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang itsbat nikah; 
8. Keputusan Ketua mahkamah Agung RI nomor 
KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, tentang 
Pemberlakuan Buku II; Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 
Administrasi Pengadilan; 
9. Rumusan hasil komisi II Urusan Lingkungan Peradilan Agama 
pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tanggal 13 
Oktober 2010, di Balikpapan angka 11; “Untuk membantu 
tenaga kerja wanita/tenaga kerja Indonesia yang menghadapai 
masalah hukum diluar negeri khususnya yang menyangkut 
masalah bidang perkawinan, perlu terobosan mengenai 
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kemungkinan untuk melaksanakan pemeriksaan/persidangan 
perkara itsbat nikah di Kedutaan Besar Indonesia termasuk 
pembiayaannya” 
3. Bentuk Perkara Pengesahan Nikah 
1. Bersifat volunteir (perkara yang pihaknya hanya terdiri dari 
Pemohon saja, tidak ada pihak Termohon): 43 
a. Jika permohonan diajukan oleh suami dan isteri secara bersama-
sama;  
b. Jika permohonan diajukan oleh suami/isteri yang ditinggal mati oleh 
suami/isterinya, sedang Pemohon tidak mengetahui ada ahli waris 
lainnya selain dia. 
2. Bersifat kontensius, (perkara yang pihaknya terdiri dari Pemohon 
melawan Termohon atau  Penggugat melawanTergugat):  
a. Jika permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau isteri, 
dengan mendudukkan suami atau isteri sebagai pihak Termohon; 
b. Jika pernohonan diajukan oleh suami atau isteri sedang salah satu 
dari suami isteri tersebut masih ada hubungan perkawinan  
dengan pihak lain, maka pihak lain  tersebut juga harus dijadikan 
pihak dalam permohonan tersebut; 
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c. Jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri yang ditinggal mati 
oleh suami atau isterinya, tetapi dia tahu ada ahli waris lainnya 
selain dia; 
d. Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain 
yang berkepentingan. 
4. Proses Pengajuan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Perkara 
Permohonan Pengesahan Nikah pada Pengadilan Agama 
1) Tatacara Pengajuan Permohonan Pengesahan Nikah 
Sebelum penulis membahas lebih lanjut, penulis terlebih dahulu 
paparkan prosedur berperkara pada Pengadilan Agama, yang dapat 
menjadi pedoman bagi pencari keadilan atau pihak berperkara. 
Pertama-tama pencari keadilan pergi ke Pengadilan Agama dan 
menghadap pada petugas pelayanan informasi. Setelah mendapat 
petunjuk dari petugas pelayanan informasi, maka pencari keadilan atau 
pihak berperkara lalu menghadap ke Posbakum (Pos Bantuan Hukum). 
Posbakum ini bertugas untuk memberikan pelayanan atau bantuan hukum 
untuk pembuatan surat permohonan. 
Setelah mendapat pelayanan pembuatan surat permohonan 
pencari keadilan atau pihak berperkara menghadap ke Meja I untuk 
mendapatkan pelayanan penerimaan perkara. Petugas Meja I menaksir 
panjar biaya perkara dengan membuat Surat Kuasa Untuk Membayar 
(SKUM). Selanjutnya pencari keadilan atau pihak berperkara menyetor 
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pembayaran panjar biaya perkara melalui Bank (biasanya pada Bank 
Pemerintah atau Bank Muamalat). 
Bagi yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat 
mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo). 
Setelah pencari keadilan membayar panjar biaya perkara, oleh petugas 
kasir memberikan nomor perkara pada surat permohonan. Selanjutnya 
pendaftaran perkara dilakukan oleh petugas Meja II. 
Setelah surat permohonan pencari keadilan atau pihak berperkara 
didaftar atau dicatat pada buku register induk perkara, petugas Meja I 
melengkapi berkas perkara permohonan tersebut lalu menyampaikan 
berkas perkara tersebut kepada Wakil Panitera, kemudian Wakil Panitera 
menyampaikan berkas perkara permohonan tersebut kepada Ketua 
Pengadilan Agama melalui Panitera Pengadilan Agama. 
Setelah berkas perkara permohonan diterima oleh Ketua 
Pengadilan Agama, maka selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah 
diterimanya berkas perkara permohonan itu oleh Ketua Pengadilan 
Agama menetapkan atau menunjuk Majelis Hakim yang menangani atau 
memeriksa dan menyelesaikan perkara permohonan tersebut. 
Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara 
permohonan, paling lambat 7 hari membuatkan penetapan hari siding 
perkara permohonan. Khusus perkara permohonan pengesahan nikah, 
sebelum ditetapkan hari siding pemeriksaan, Ketua Majelis Hakim setelah 
menerima PMH (Penetapan Majelis Hakim)membuat penetapan 
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memerintahkan jurusita untuk mengumumkan permohonan pengesahan 
nikah tersebut selama 14 hari, terhitung sejak tanggal pengumuman pada 
media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan 
pada papan pengumuman Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar‟iyah. 
Selanjutnya Majelis Hakim dalam menetapkan hari siding paling 
lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman. Artinya setelah hari 
pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang 
(Hukum Acara). 
Sebagai tindak lanjut dari penetapan hari sidang, Ketua Majelis 
memerintahkan Jurusita atau Jurusita Pengganti untuk memanggil 
pemohon jika perkara kontentius yang dipanggil penggugat/pemohon dan 
tergugat/termohon. (Pasal 145 RBg). 
Menurut Pasal 146 RBg dalam menetapkan hari sidang, maka 
Ketua Pengadilan cq. Majelis Hakim memperhatikan jarak antara tempat 
tinggal atau tempat kediaman permohon dan tempat persidangan dan di 
dalam surat penetapan hari sidang itu juga ditentukan, bahwa antara hari 
pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari tiga hari kerja, 
kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. 
Selanjutnya Pasal 147 ayat (1) menegaskan bahwa pemohon 
(Pengesahan Nikah) boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang 
secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi 
kuasa hadir sendiri. Pemohon dapat memberi kuasa yang dinyatakan 
pada surat permohonan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti 
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dimaksud dalam ayat (1) Pasal 142 RBg atau dengan ayat (1) Pasal 144 
RBg. Jika diajukan dengan secara lisan terakhir harus disebut pada 
catatan permohonan tersebut. Pasal 147 ayat (4) menegaskan bahwa 
Pengadilan Negeri(Pengadilan Agama) berwenang untuk memerintahkan 
kehadiran pihak pemohon secara pribadi yang di persidangan didampingi 
oleh kuasanya. 
Untuk mengetahui lebih rinci proses pemeriksaan perkara 
permohonan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama, maka penulis 
uraikan terlebih dahulu mengenai tatacara penerimaan perkara yang 
diajukan secara voluntair. Sesuai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas 
dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010 pada bagian 
pendaftaran Perkara Permohonan Tingkat Pertama, yaitu: 
1) Sistem pelayanan perkara di Pengadilan Agama atau 
Mahkamah Syar‟iah menggunakan sistem meja, yaitu sistem 
kelompok kerja yang terdiri dari: Meja I (termasuk di dalamnya 
kasir), Meja II dan Meja III. 
2) Petugas Meja I menerima permohonan pengesahan nikah. 
3) Dalam pendaftaran perkara permohonan, dokumen yang perlu 
diserahkan kepada petugas Meja I adalah: 
a) Surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan 
Agama atau Mahkamah Syar‟iyah yang berwenang. 
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b) Surat Kuasa khusus (dalam hal pemohon menguasakan 
kepada pihak lain, yaikni Advokat atau kuasa keluarga atau 
insidentil). 
c) Fotokopi kartu anggota Advokat bagi yang menggunakan 
jasa Advokat. 
d) Bagi kuasa insidentil, harus ada surat keterangan tentang 
hubungan keluarga dari Kepala Desa atau Lurah dan atau 
Surat Izin Khusus dari atasan bagi PNS dan anggota TNI 
atau POLRI (Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI No. 
MA/KUMDIL/8810/1987). 
e) Selain surat-surat yang dibuat di luar negeri yang disahkan 
oleh kedutaan atau perwakilan Indonesia di Negara tersebut, 
dan telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh 
penerjemah yang telah disumpah. Hal ini jika pernikahan 
pemohon dahulu dilaksanakan di luar negeri. 
4) Surat permohonan diserahkan kepada petugas Meja I sebanyak 
jumlah pemohon atau pihak, ditambah 3 (tiga) rangkap untuk 
Majelis Hakim. 
5) Petugas Meja I menerima dan memeriksa kelengkapan berkas 
dengan menggunakan daftar periksa (check list). 
6) Dalam menaksir panjar biaya perkara, petugas Meja I 
berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama 
atau Mahkamah Syar‟iyah tentang panjar biaya perkara. 
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7) Dalam menentukan panjar biaya perkara, Ketua Pengadilan 
Agama harus merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 
2008 tentang PNBP, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 
Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan 
Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan 
yang Berada dibawahnya. Serta peraturan terkait lainnya. 
8) Komponen PNBP yang ditaksir meliputi biaya pendaftaran dan 
hak redaksi, sedangkan biaya PNBP diluar biaya pendaftaran 
dan hak redaksi ditaksir tersendiri, tidak masuk panjar biaya. 
9) Dalam menaksir panjar biaya perkara permohonan perlu di 
pertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 
a) Jumlah pihak yang berperkara. 
b) Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius). 
c) Biaya pemanggilan para pihak (apabila permohonan 
pengesahan nikah dilakukan secara kontensius atau bukan 
voluntair) untuk menghadiri proses mediasi, lebih dahulu 
dibebankan kepada pihak pemohon melalui uang panjar 
biaya perkara. 
10) Setelah menaksir panjar biaya perkara, petugas Meja I 
membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 
4 (empat). 
a) Lembar pertama warna hijau untuk Bank. 
b) Lembar kedua warna putih untuk pemohon. 
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c) Lembar ketiga warna merah untuk kasir. 
d) Lembar keempat warna kuning untuk memasukkan dalam 
berkas perkara. 
11) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang Panjar 
Biaya Perkara harus ditempel pada papan pengumuman 
Pengadilan Agama. 
12) Petugas Meja I mengembalikan berkas perkara kepada 
pemohon untuk diteruskan kepada kasir. 
13) Pemohon selanjutnya pergi ke Bank untuk membayar uang 
panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM. 
14) Pemegang kas menerima bukti setor ke Bank dari pemohon dan 
membukukannya dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara tingkat 
pertama. 
15) Pemegang Kas member nomor, membubuhkan tanda tangan 
dan cap tanda lunas pada SKUM. 
16) Nomor urut perkara adalah nomor urut pada Buku Jurnal 
Keuangan Perkara tingkat pertama. 
17) Pemegang Kas menyerahkan satu rangkap surat permohonan 
yang telah diberi nomor perkara berikut SKUM kepada pemohon 
agar didaftarkan di Meja II. 
18) Petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register 
Induk Perkara Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang 
tercantum pada SKUM. 
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19) Petugas Meja II menyerahkan satu rangkap surat permohonan 
yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada 
pemohon. 
20) Petugas Meja II memasukkan surat permohonan tersebut dalam 
map berkas perkara yang telah dilengkapi dengan formulir: 
PMH, Penunjukan Penitera Pengganti, Penunjukan Jurusita 
atau Jurusita Pengganti, Penetapan Hari Sidang (PHS) dan 
Instrumen lainnya. 
21) Petugas Meja II menyerahkan berkas perkara permohonan 
kepada Panitera melalui Wakil Panitera untuk disampaikan ke 
Ketua Pengadilan Agama. 
22) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja berkas perkara 
permohonan harus sudah diterima oleh Ketua Pengadilan. 
23) Prosedur pengajuan berperkara secara prodeo adalah sbb : 
a) Permohonan perkara secara prodeo diajukan bersama-sama 
dengan surat permohonan dan melampirkan surat 
keterangan tidak mampu dari Kepala Desa atau Lurah. 
b) Meja I membuat SKUM Rp.0,- dan menyerahkannya kepada 
pemohon. 
c) Pemohon menyerahkan surat permohonan dan SKUM 
kepada kasir. 
d) Kasir menyerahkan kembali sehelai surat permohonan 
bersama SKUM kepada pihak. 
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e) Meskipun SKUM Rp.0,- penerimaan atau pengeluaran 
keuangan perkara harus tetap dicatat dalam jurnal dan buku 
induk. 
f) Meja II mencatat dalam register perkara dan memproses 
lebih lanjut sebagaimana prosedur pada angka 19), 20), dan 
21) diatas. 
g) Setelah Majelis Hakim menerima berkas perkara 
permohonan dari ketua Pengadilan Agama, Ketua Majelis 
menerbitkan Penetapan Hari Sidang (PHS) disertai perintah 
kepada Jurusita atau Jurusita Pengganti memanggil 
pemohon untuk diadakan sidang insidentil. 
h) Untuk berperkara secara prodeo yang dananya dibantu oleh 
Negara: 
(1) Biaya dibebankan pada DIPA pengadilan Agama. 
(2) Komponen biaya prodeo meliputi antara lain: biaya 
pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan atau 
penetapan, biaya materai, biaya alat tulis kantor, biaya 
penggandaan atau fotokopi, biaya dan biaya pengiriman 
berkas (kalau ada banding atau kasasi). 
(3) Biaya prodeo tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan 
Agama sesuai anggaran yang tersedia dalam DIPA. 
(4) Biaya prodeo dapat dialokasikan untuk perkara tingkat 
pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. 
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(5) Mekanisme pembiayaan perkara prodeo yang dibiayai 
DIPA adalah sebagai berikut: 
(a) Tata cara pengajuan dan proses penanganan 
administrasinya sama dengan tata cara pengajuan 
dan proses penanganan administrasi prodeo murni. 
(b) Pemanggilan pertama kepada para pihak oleh 
Jurusita tanpa biaya (Prodeo murni). 
(c) Apabila permohonan berperkara secara prodeo 
dikabulkan Majelis Hakim, Panitera Pengganti 
menyerahkan salinan amar Putusan Sela kepada 
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk kemudian 
dibuatkan Surat Keputusan bahwa biaya perkara 
permohonan tersebut dibebankan kepada DIPA 
Pengadilan Agama. 
(d) Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna 
Anggaran (KPA) tersebut, bendahara pengeluaran 
menyerahkan bantuan biaya perkara kepada kasir 
sebesar yang telah ditentukan dalam DIPA (Daftar 
Isian Pengadilan Agama) Pengadilan Agama. 
(e) Kasir membuat SKUM dan membukukan batuan 
biaya tersebut dalam buku jurnal keuangan dan 
mempergunakan biaya sesuai kebutuhan selama 
proses perkara berlangsung. 
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(f) Kasir terlebih dahulu menyisihkan biaya redaksi dan 
materai dari alokasi biaya sebagaimana pada huruf h) 
angka (2) diatas. 
(g) Dalam hal ketersediaan anggaran sebagaimana huruf 
h) angka (2) telah habis, sementara perkara masih 
memerlukan proses lebih lanjut, maka proses 
selanjutnya dilaksanakan secara prodeo murni. 
(h) Dalam hat terdapat sisa anggaran perkara prodeo 
sebagaimana dimaksud pada huruf h) angka (2), sisa 
tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pengguna 
Anggaran (Bendahara Pengeluaran) untuk 
dikembalikan ke kas Negara. 
2) Prosedur yang Harus Ditempuh Dalam Pemeriksaan 
Pengesahan Nikah 
Pada Pengadilan Agama dalam menangani permohonan 
pengesahan nikah harus mematuhi ketentuan-ketentuan khusus yang 
menjadi pedoman bagi pencari keadilan atau pihak berperkara 
sebagaimana penulis paparkan pada uraian berikut ini. 
Menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 
Agama pada Buku II Edisi Revisi 2010, permohonan pengesahan nikah 
atau itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu 
dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan 
dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah 
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Syar‟iyah dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal, dan 
permohonan pengesahan nikah atau itsbat nikah harus dilengkapi dengan 
alas an dan kepentingan yang jelas serta konkrit. 
Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh 
kedua suami istri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi 
penetapan tersebut menolak permohonan pengesahan atau itsbat nikah, 
maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing 
dapat mengajukan upaya hukum kasasi. 
Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh 
salah seorang suami atau istri bersifat kontensius dengan mendudukkan 
istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak 
termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut 
dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi. 
Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan pengesahan atau 
itsbat nikah tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat 
dalam perkawinan yang sah dengan perempuan (wanita) lain, maka istri 
terdahulu tersebut harus dijadikan pihak (termohon) dalam perkara 
tersebut. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan 
memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus 
dinyatakan tidak dapat diterima. 
Permohonan pengesahan nikah yang diajukan atau dilakukan oleh 
anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat 
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kontensius, dengan mendudukkan suami dan istri dan atau ahli waris lain 
sebagai termohon. 
Suami atau istri yang ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat 
mengajukan permohonan pengesahan atau itsbat nikah secara 
kontensius. Dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak 
termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat 
diupayakan banding dan kasasi.  
Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada 
ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan pengesahan nikah 
diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila 
permohonan tersebut ditolak, maka pemohon dapat mengajukan upaya 
hukum kasasi. 
Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak 
dalam perkara permohonan pengesahan nikah tersebut, dapat melakukan 
perlawanan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar‟iyah yang 
memutus, setelah mengetahui ada penetapan pengesahan atau itsbat 
nikah. Seperti dalam kasus, orang lain itu mempunyai cukup bukti bahwa 
yang bersangkutan yang telah memperoleh pengesahan nikahnya 
ternyata bersaudara kandung atau bersaudara seayah atau seibu dan 
atau besaudara sesusuan, hal mana pernikahannya dahulu 
disembunyikan mengenai status hubungan nasabnya. 
Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak 
dalam perkara permohonan pengesahan nikah tersebut, dapat 
72 
mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah 
syar‟iyah yang memeriksa perkara pengesahan nikah tersebut selama 
perkara belum diputus. Seperti dalam kasus, pemohon tidak memasukkan 
istri terdahulu suaminya, hanya memasukkan anak-anak suaminya, maka 
istri terdahulu mengajukan intervensi terhadap perkara pengesahan nikah 
yang sedang berlangsung pemeriksaannya. 
Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi 
pihak dalam perkara permohonan pengesahan atau itsbat nikah tersebut, 
sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama 
atau Mahkamah Syar‟iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan 
perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah 
Syar‟iyah tersebut. 
Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyi sebagai 
berikut: 
“Menyatakan sah perkawinan antara ……………………. 
dengan…………………. Yang dilaksanakan pada tanggal 
………..……… di…………………..” 
 
Dari uaraian tersebut diatas penulis dapat simpulkan prosedur 
permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama sebagai berikut: 
1. Suami dan atau istri, janda atau duda, anak-anak, wali 
nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan 
itu sebagai Pemohon, mengajukan permohonan tertulis ke 
Pengadilan; 
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2. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat 
tinggal Pemohon; 
3. Permohonan harus memuat: 
a) Identitas pihak (pemohon atau para Pemohon); 
b) Posita (yaitu alasan-alasan atau dalil yang mendasari 
diajukannya permohonan); 
c) Petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari 
Pengadilan). 
3) Proses Persidangan Perkara Pengesahan Nikah pada 
Pengadilan Agama 
Dalam pembahasan ini penulis menguraikan mengenai jalannya 
proses persidangan perkara permohonan pengesahan atau itsbat nikah 
dengan ketentuan apabila permohonan itu diajukan oleh kedua suami istri 
yang bersangkutan maka permohonannya diajukan secara voluntair, dan 
apabila permohonan itu diajukan oleh salah seorang suami atau istri maka 
permohonan itu diajukan secara kontensius. 
Adapun hal-hal yang mendahului proses pemeriksaan 
dipersidangan perkara permohonan pengesahan nikah, penulis uraikan 
secara terperinci pada pembahasan berikut ini berdasarkan Pedoman 
Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, Edisi 
Repisi 2010, sebagai berikut :  
a. Persiapan Persidangan 
1) Penetapan Majelis Hakim 
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Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja 
sejak perkara didaftarkan, Ketua Pengadilan Agama menetapkan 
Majelis Hakim yang akan menyidangkan Selambat perkara. Apabila 
Ketua Pengadilan Agama berhalangan karena kesibukannya untuk 
melakukan hal itu, maka ia dapat melimpahkan tugas tersebut 
untuk seluruhnya atau sebagiannya kepada Wakil Ketua 
Pengadilan Agama atau Hakim Senior yang bertugas di Pengadilan 
Agama tersebut. 
Susunan Majelis Hakim ditetapkan secara tetap untuk jangka waktu 
tertentu. Misalnya 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun. Mengenai 
ketentuan menjadi Ketua Majelis adalah sebagai berikut: 
a) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama selalu menjadi 
Ketua Majelis. 
b) Hakim Senior ditetapkan menjadi Ketua Majelis pada 
Pengadilan Agama terrsebut. Senioritas tersebut 
didasarkan pada lamanya seseorang menjadi Hakim. 
c) Tiga orang Hakim yang menempati urutan senioritas 
terakhir dapat saling menjadi Ketua Majelis dalam 
perkara yang berlainan. 
Untuk memeriksa perkara permohonan Majelis Hakim 
dibantu oleh Panitera Pengganti dan Jurusita. Kemudian  
penetapan Majelis Hakim dan penunjukan Panitera 
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Pengganti dicatat oleh petugas Meja II dalam Buku Register 
Induk Perkara. 
2) Penunjukan Panitera Pengganti. 
Sebelum prkara permohonan atau gugatan dilakukan 
pemeriksaan di persidangan Panitera menunjuk Panitera 
Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam 
persidangan. Penunjukan Panitera Pengganti dicatat oleh 
petugas Meja II dalam Buku Register Induk Perkara. 
Penunjukan panitera Pengganti dibuat dalam bentuk Surat 
Penunjukan yang ditandatangani oleh Panitera. 
3) Penetapan Hari Sidang 
Perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakim, segera 
diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk. 
Setelah Ketua Majelis Hakim mempelajari berkas dalam 
waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja harus sudah 
menetapkan hari sidang. Dalam menetapkan hari sidang 
selalu  dimusyawarahkan dengan para anggota Majelis 
Hakim. Daftar perkara yang akan disidangkan harus sudah 
ditulis oleh Panitera Pengganti pada papan pengumuman 
Pengadilan Agama sebelum persidangan dimulai sesuai 
nomor urut perkara. Kemudian atas perintah Ketua Majelis, 
Panitera Pengganti melaporkan hari sidang pertama kepada 
Petugas Meja II dengan menggunakan lembar instrument, 
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selanjutnya petugas Meja II mencatat laporan Panitera 
Pengganti tersebut dalam Buku Register Perkara. 
4) Pemanggilan Pihak Berperkara 
Atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita atau Jurusita 
Pengganti melakukan pemanggilan terhadap pihak 
berperkara atau kuasanya secara resmi dan patut. Apabila 
pihak berperkara tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya, 
maka surat panggilan disampaikan melalui lurah atau Kepala 
Desa dengan mencatat nama penerima dan ditandatangani 
oleh penerima, untuk diteruskan kepada yang bersangkutan. 
Tenggang waktu antara panggilan pihak berperkara dengan 
hari sidang minimal 3 (tiga) hari kerja. Panggilan terhadap 
pihak berperkara yang berada diluar yurisdiksi dilaksanakan 
dengan meminta bantuan Pengadilan Agama yang diminta 
bantuan tersebut segera mengirim Relaas surat panggilan 
kepada Pengadilan Agama yang meminta bantuan. 
b. Pelaksanaan Persidangan. 
1) Ketentuan Umum Persidangan 
Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab atas jalannya 
persidangan. Agar pemeriksaan perkara berjalan teratur, 
tertib dan lancer. Sebelum pemeriksaan dimulai harus 
dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. 
Selanjutnya sidang dimulai pada pukul 09.00 waktu 
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setempat, kecuali dalam hal tertentu sidang dapat dimulai 
lebih dari pukul 09.00 dengan ketentuan harus diumumkan 
terlebih dahulu. 
Perkara harus sudah diputus selambat-lambatnya 
dalam waktu 6 (enam) bulan sejak perkara didaftarkan. 
Sidang pemeriksaan perkara dilaksanakan di ruang sidang. 
Mejelis Hakim yang memeriksa perkara permohonan 
pengesahan nikah terlebih dahulu menesehati pemohon. 
Akan tetapi bilamana permohonan pengesahan nikah 
diajukan secara kontensius, artinya ada pihak termohon 
yakni termohon adalah istri terdahulu suami pemohon, maka 
Majelis Hakim terlebih dahulu harus mengupayakan 
perdamaian melalui mediasi (Pasal 154 RBg juncto Pasal 82 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto PERMA Nomor 1 
Tahun 2008). 
Dengan adanya upaya mediasi yang diatur dalam 
PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim 
memperhatikan dan menyesuaikan tenggang waktu proses 
mediasi dengan hari persidangan berikutnya. Seperti pada 
waktu sidang pertama pemohon dan termohon hadir, Majelis 
Hakim berupaya mendamaikan apabila termohon selaku istri 
terdahulu menolak untuk disahkan pernikahannya pemohon 
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dengan suaminya dengan alasan tidak bersedia untuk 
dimadu, jika tidak berhasil maka Majelis Hakim 
memerintahkan pemohon dan termohon untuk menempuh 
upaya mediasi selam atenggang waktu paling lama 40 
(empat puluh) hari antara sidang pertama dengan sidang 
berikutnya. 
Apabila mediasi gagal, maka majelis hakim tetap 
berkewajiban untuk mendamaikan para pihak (Pasal 154 
RBg.). Selanjutnya sidang pemeriksaan perkara pengesahan 
nikah dilakukan secara terbuka, dan putusan/penetapan 
harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 
Apabila ketua majelis berhalangan, persidangan 
dibuka oleh hakim anggota yang senior untuk menunda 
persidangan. Apabila salah seorang hakim anggota 
berhalangan, diganti oleh hakim lain yang ditunjuk oleh ketua 
Pengadilan Agama. Penggantian hakim anggota harus 
dicatat dalam berita acara persidangan dan buku register 
perkara. 
Dalam keadaan luar biasa di mana sidang yang telah 
ditentukan tidak dapat terlaksana karena semua hakim 
berhalangan, maka sidang ditunda pada waktu yang akan 
ditentukan kemudian dan penundaan tersebut segera 
diumumkan oleh Panitera di papan pengumuman.  
79 
2) Berita Acara Persidangan 
Segala sesuatu yang terjadi di persidangan dituangkan 
dalam berita acara. Ketua majelis bertanggung jawab atas 
pembuatan dan penandatanganan berita acara. 
Panitera pengganti harus membuat berita acara sidang yang 
memuat tentang hari, tanggal, tempat, susunan persidangan, 
pihak yang hadir, dan jalannya pemeriksaan perkara 
tersebut dengan lengkap dan jelas. 
Berita acara sidang harus sudah selesai dan ditandatangani 
paling lambat sehari sebelum sidang berikutnya. Nomor 
halaman, berita acara sidang harus dibuat secara 
bersambung dari sidang pertama sampai sidang yang 
terakhir. Jawaban, replik, duplik dan kesimpulan tertulis 
menjadi kesatuan berita acara dan diberi nomor urut halam. 
3) Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim 
Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim bersifata rahasia 
(Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman). 
Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim setiap hakim 
menyampaikan pertimbangan atau pendapatnya secara 
tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Ketua 
majelis mempersilahkan hakim anggota II untuk 
mengemukakan pendapatnya, disusul oleh hakim anggota I 
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dan terakhir anggota majelis. Selanjutnya semua pendapat 
harus dikemukakan secara jelas dengan menunjuk dasar 
hukumnya, kemudian dicatat dalam buku agenda sidang. 
Jika terdapat perbedaan pendapat, maka pendapat yang 
berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan/penetapan 
(dissenting opinion). 
4) Penyelesaian Putusan/Penetapan Pengesahan Nikah 
Pada waktu diucapkan, putusan/penetapan harus sudah jadi 
dan setelah itu langsung ditandatangani oleh majelis hakim 
dan panitera pengganti. Jika pemohon atau para pemohon 
atau termohon/para termohon tidak hadir dalam sidang 
pembacaan putusan/penetapan, maka panitera/jurusita 
pengganti diperintahkan oleh ketua majelis untuk 
memberitahukan isi putusan/penetapan kepada pihak 
berperkara yang tidak hadir. 
Lain halnya jika permohonan pengesahan nikah itu 
diajukan secara voluntair proses persidangannya sederhana. 
Sidang pertama dimulai, setelah dinasehati Majelis Hakim 
lalu membacakan surat permohonan pemohon, setelah 
dibacakan atas pertanyaan Ketua Majelis, pemohon 
menyatakan tetap pada permohonannya, lalu sidang 
dilanjutkan dengan acara pembuktian. Biasanya acara 
pembuktian didahului dengan memberi kesempatan kepada 
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pemohon mengajukan bukti tertulis, kemudian pemohon 
diperintahkan mengajukan saksi-saksi. 
Dari uraian diatas, penulis dapat simpulkan bahwa 
sistem pemeriksaan permohonan pengesahan nikah adalah 
bersifat ex-parte. Artinya proses pemeriksaan persidangan 
hanya sepihak yaitu pemohon sendiri, dan biasanya ada dua 
pemohon, pemohon I suami, dan pemohon II adalah istri. 
Tidak ada pihak lain yang bertindak sebagai lawan untuk 
membantah dalil permohonan. Tidak demikian halnya dalam 
permohonan pengesahan nikah secara kontentius, yaitu 
pemohon melibatkan orang lain sebagai termohon misalnya 
istri terdahulu dan atau para ahli waris suami pemohon. 
Sistem dan asas pemeriksaannya berbeda. Seperti yang 
akan dijelaskan dibawah ini. 
Jika permohonan pengesahan nikah diajukan secara 
kontentius, sistem pemeriksaannya dilaksanakan secara 
contradiktoir, asalkan pada sidang pertama atau sidang-
sidang selanjutnya dihadiri oleh kedua belah pihak 
berperkara (pemohon dan termohon).44  
                                                 
44  M. Yahya Harahap. 2008.Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika : halaman 69. 
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Mengenai sistem pemeriksaan digariskan dalam 
Pasal 149 dan Pasal 151 RBg. Menurut ketentuan dimaksud, 
sistem dan proses pemeriksaan adalah sebagai berikut:45 
a) Dihadiri kedua belah pihak secara in person atau kuasa 
untuk itu, para pihak dipanggil dengan resmi dan patut 
oleh Jurusita menghadiri persidangan yang telah 
ditentukan. Demikian prinsip umum yang harus 
ditegakkan agar sesuai dengan asas deu process of 
law.46 Namun ketentuan ini dapat dikesampingkan 
berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg. 
Yang memberi kewenangan bagi hakim melakukan 
pemeriksaan: 
(1) Secara verstek (putusan diluar hadirnya tergugat) 
apabila tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang 
sah, padahal sudah dipanggil secara sah dan patut. 
Ketentuan ini menurut penjelasan Hakim Pengadilan 
Agama Makassar, (Drs.H. Usman S., S.H. dari hasil 
wawancara penulis pada tanggal 1 Mei 2013). 
Dalam praktek di Pengadilan Agama, putusan 
yang dijatuhkan secara verstek tetap diadakan acara 
pembuktian untuk mengetahui dan meyakinkan 
Hakim, apakah permohonan pengesahan nikah yang 
                                                 
45
 Ibid, hal. 69. 
46
 M. Yahya Harahap. 2008.Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, 
dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika. 
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bersangkutan beralasan hukum dan tidak 
bertentangan dengan hukum. Jika permohonan 
pengesahan nikah tersebut telah terbukti dengan 
dikuatkan oleh saksi-saksi, kemudian Pengadilan 
memberka putusan secara verstek (putusan diluar 
hadirnya tergugat). 
(2) Pemeriksaan tanpa bantahan apabila pada sidang 
berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah. 
Misalnya, persidangan diundurkan atau ditunda pada 
hari yang ditentukan oleh Hakim. Ternyata penggugat 
atau tergugat tidak hadir pada hari tersebut tanpa 
alasan yang sah. Dalam kasus yang seperti ini, 
proses pemeriksaan (pengesahan nikah) dapat 
dilanjutkan untuk memeriksa pihak yang hadir tanpa 
sanggahan (without defence) dari pihak yang tidak 
hadir.47 
b) Proses Pemeriksaan Berlangsung Secara 
Optegenspraak. 
Menurut M. Yahya Harahap (2008:69), sistem inilah yang 
dimaksud dengan proses contradiktour. Memberi hak dan 
kesempatan kepada termohon atau tergugat untuk  
membantah dalil penggugat. Proses dan system yang 
                                                 
47
 ibid, hal. 69. 
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seperti ini yang disebut kontradiktoir, yaitu pemeriksaan 
perkara berlangsung dengan proses sanggah 
menyanggah baik dalam bentuk replik duplik maupun 
dalam bentuk konklusi (kesimpulan). Akan tetapi proses 
kontradiktor dapat dikesampingkan baik melalui verstek 
atau tanpa bantahan, apabila pihak yang bersangkutan 
tidak menghadiri persidangan yang ditentukan tanpa 
alasan yang sah, namun sudah dipanggil secara sah dan 
patut oleh Jurusita. Tanpa mengurangi pengecualian 
tersebut, pada prinsipnya pemeriksaan tidak boleh 
dilakukan secara sepihak (ex-parte), hanya pihak 
pemohon atau penggugat atau termohon atau tergugat 
saja.kemudian system pemeriksaan secara kontradiktor 
harus ditegakkan dan berlangsung sejak permulaan 
sidang sampai putusan dijatuhkan, tanpa mengurangi 
kebolehan mengucapkan putusan tanpa hadirnya salah 
satu pihak.48 
Setelah memaparkan dari seluruh rentetan proses 
pemeriksaan pengesahan nikah pada Pengadilan 
Agama, maka penulis dapat simpulkan jalannya sidang 
pemeriksaan pengesahan nikah yang dilakukan oleh 
hakim pada Pengadilan Agama: 
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 M. Yahya Harahap. 2008.Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, 
dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika 
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1. Pada sidang pertama (jika permohonan pengesahan 
nikah diajukan secara kontentius) upaya perdamaian 
maka inisiatif perdamaian dapat timbul dari hakim, 
pemohon atau termohon. Hakim harus secara aktif 
dan sungguh-sungguh untuk mendamaikan para 
pihak. Apabila ternyata upaya damai tidak berhasil, 
maka sidang dapat diajukan ke tahap pembacaan 
surat permohonan. 
2. Pada tahap pembacaan surat permohonan, maka 
pihak pemohon berhak meneliti ulang apakah seluruh 
materi (dalil permohonan dan petitum atau tuntutan) 
sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang tercantum 
dalm surat permohonan itulah yang menjadi acuan 
(objek) pemeriksaan, dan pemeriksaan tidak boleh 
keluar dari ruang lingkup yang termuat dalam surat 
permohonan. 
3. Pada tahap jawaban, pihak termohon diberi 
kesempatan untuk membela diri dan mengajukan 
segala kepentingannya terhadap pemohon melalui 
hakim. 
4. Pada tahap replik, pemohon dapat menegaskan 
kembali permohonannya yang disangkal oleh 
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termohon dan juga mempertahankan diri atas 
serangan-serangan oleh termohon. 
5. Pada  tahap duplik, maka termohon dapat 
menjelaskan kembali jawabannya yang disangkal oleh 
pemohon. Replik dan duplik dapat diulang-ulang 
bilamana pemohon dan termohon mengajukan secara 
lisan sehingga Hakim memendang cukup untuk itu, 
kemudian dilanjutkan dengan pembuktian. 
6. Pada tahap pembuktian, maka pemohon mengajukan 
semua alat-alat bukti untuk mendukung dalil-dalil 
permohonannya. Demikian pula termohon juga 
mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung 
jawabannya (sangkalannya). Masing-masing pihak 
berhak menilai alat bukti pihak lawannya. 
7. Pada tahap kesimpulan, maka masing-masing pihak 
(pemohon dan termohon) mengajukan pendapat akhir 
tentang hasil pemeriksaan. 
8. Pada tahap putusan, maka Hakim menyampaikan 
segala pendapatnya tentang perkara permohonan 
pengesahan nikah itu dan menyimpulkannya dalam 
amar putusan. Putusan Hakim adalah untuk 
mengakhiri perkara atau sengketa pengesahan nikah. 
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4) Tempat Sidang Pemeriksaan Pengesahan Nikah Warga 
Negara Indonesia Di Luar Negeri 
Wewenang memeriksa dan mengadili pengesahan nikah warga 
Negara Indonesia di luar negeri hingga saat ini belum ada peraturan 
perundangan atau hukum acara yang mengatur tentang Pengadilan 
Agama mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara 
pengesahan nikah atas pernikahan warga Negara Indonesia muslim di 
luar negeri, akan tetapi terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dapat dijadikan 
analogi tentang penyelesaian sengketa keluarga warga Negara Indonesia 
yang berdomisili di luar negeri tersebut, sebagai berikut : 
1) Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama : “Dalam hal pemohon dan termohon bertempat 
kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan di Pengadilan 
yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal perkawinan mereka 
dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.” 
2) Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama ; “Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat 
tinggal di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan 
yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka 
dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.” 
Dengan demikian dapat dipahami ketentuan kedua pasal tersebut 
di atas, secara analogi apabila perkawinan warga Negara 
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Indonesia yang dilaksanakan di luar negeri namun tidak tercatat di 
PPN perwakilan RI setempat, baik dengan alasan PPN belum ada 
di perwakilan tersebut atau karena keadaan yang memaksa 
sehingga tidak dapat mencatatkan pernikahannya di PPN 
perwakilan RI setempat atau karena PPN tidak mungkin 
menerbitkan buku Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan sebelum 
yang bersangkutan menunjukkan penetapan pengesahan 
pernikahannya dari Pengadilan Agama, atau karena alasan yang 
lainnya, maka yang bersangkutan harus mengajukan pengesahan 
nikah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 
Dalam skripsi ini selanjutnya penulis perlu kemukakan hasil rapat 
konsultasi yang diselenggarakan pada tanggal 29-30 April 2011 
yang dihadiri para wakil dari Kementerian Luar Negeri RI, 
Kementerian Agama RI, Kementerian Hukum dan HAM RI serta 
Mahkamah Agung RI tentang perkawinan dan pengesahan nikah 
(itsbat nikah) bagi warga Negara Indonesia di luar negeri yang 
beragama Islam, telah bersepakat khusus dalam pengesahan nikah 
(itsbat nikah) sebagai berikut : 
1. Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat mengadakan sidang 
keliling untuk perkara itsbat nikah (pengesahan nikah) di kantor 
perwakilan RI di luar negeri setelah mendapat izin dari 
Mahkamah Agung RI; 
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2. Pengadilan Agana Jakarta Pusat akan mengadakan sidang 
itsbat nikah (pengesahan nikah) sesuai dengan hukum dan 
peraturan perundangan yang berlaku; 
3. Perwakilan RI setempat bersedia menyiapkan ruangan sidang 
keliling sesuai standart ruang sidang Pengadilan Agama; 
4. Kementerian luar negeri atau perwakilan RI setempat 
bertanggung jawab atas semua pembiayaan sidang keliling 
yang meliputi : 
a. Transportasi, akomodasi dan hak-hak lainnya majelis hakim, 
(3 orang), panitera, dan jurusita; 
b. Keperluan alat tulis persidangan; 
c. Biaya pengurusan dokumen perjalanan bagi majelis hakim, 
panitera dan jurusita; 
5. Kepada pemohon itsbat nikah (pengesahan nikah) hanya 
dibebani biaya perkara sebanyak Rp. 41.000,- sebagai biaya 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 
Menurut Masrum M Noor (Ketua Pengadilan Agama Jakarta 
Pusat) bahwa “dalam rangka pelaksanaan sidang keliling di 
kantor perwakilan RI tersebut diperlukan kerja sama yang efektif 
antara Mahkamah Agung RI dan Kementerian Luar Negeri RI.49 
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 Masrum M Noor. 2011. Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) Bagi Warga Negara 
Indonesia ci Luar Negeri. Makalah disampaikan dalam loka kayra di Kinabalu. Malaysia. tanggal 
11-14 Mei 2011 
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5. Upaya Hukum Perkara Pengesahan Nikah50 
1. Atas penetapan itsbat nikah yang bersifat voluntair, apabila 
permohonannya ditolak oleh pengadilan, Pemohon dapat 
menempuh upaya hukum kasasi; 
2. Atas putusan itsbat nikah yang bersifat kontensius, dapat 
ditempuh upaya banding, kasasi dan PK; 
3. Orang lain yang berkepentingan, jika orang lain tersebut 
sebagai suami/isteri atau ahli waris, sedang ia tidak menjadi 
pihak dalam permohonan itsbat nikah, dapat mengajukan 
PERLAWANAN kepada pengadilan yang memeriksa perkara 
itsbat nikah tersebut, selama perkara belum diputus; 
4. Orang lain yang berkepentingan, jika orang lain tersebut 
sebagai suami/isteri atau perempuan lain yang terikat 
perkawinan sah atau wali nikah atau anak, dapat mengajukan 
INTERVENSI kepada Pengadilan Agama yang memeriksa 
perkara tersebut selama perkara belum diputus; 
5. Pihak lain yang berkepentingan, jika pihak lain tersebut adalah 
orang-orang yang tersebut pada angka 4 diatas, dapat 
mengajukan GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN yang 
telah diitsbatkan kan oleh Pengadilan Agama. 
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6. Wewenang Mengadili Pengesahan Nikah WNI Di Luar Negeri 
Hingga saat ini memang belum ada peraturan perundangan atau 
hukum acara yang mengatur tentang pengadilan agama mana yang 
berwenang untuk mengadili perkara itsbat nikah atas pernikahan WNI 
muslim di luar negeri, akan tetapi terdapat beberapa pasal yang dapat 
dijadikan analog tentang penyelesaian sengketa keluarga WNI yang 
berdomisili di luar negeri tersebut, antara lain:51 
1. Pasal 66 ayat (4) UU nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan 
Agama: “Dalam hal Pemohon dan Termohon bertempat 
kediaman di luar negri, maka permohonan diajukan di 
pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan 
mereka dilangsungkan atau Pengadilan Pgama Jakarta Pusat”; 
2. Pasal 73 ayat (3), UU nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan 
Agama: “Dalam hal Penggugat dan Tergugat bertempat 
kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada 
Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan 
mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta 
Pusat”; 
Kedua pasal tersebut di atas mengatur tentang tempat mengajukan 
perkara talak dan atau  cerai bagi WNI yang berdomisili di luar negeri, 
yakni dengan memberikan alternatif; dapat di ajukan di Pengadilan Agama 
tempat nikah atau di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Pilihan pertama 
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tersebut tentu diberikan jika perkawinannya dahulu dilakukan di salah satu 
KUA di Indonesia. Bagaimanakah jika ternyata perkwinannya tersebut 
tidak dilakukan di Indonesia? Maka pastilah tidak ada lagi alternatif lain 
keculai perkara tersebut harus diajukan di Pengadilan Agama Jakarta 
Pusat. 
Dalam perkembangan akhir-akhir ini ternyata telah makin efektif 
pelaksanaan Keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Luar 
Negeri RI tentang Pedoman Pelaksanaan Perkawinan WNI di Luar 
Nedgeri, sehingga telah begitu banyak pasangan suami isteri WNI-WNI 
atau WNI-WNA yang telah memiliki akte nikah atau buku kutipan akta 
nikah yang dikeluarkan oleh PPN Perwakilan RI di luar negeri, jika 
pasangan tersebut ingin bercerai tentu juga tidak ada alternatif lain kecuali 
harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 
Dengan demikian dapat dipahami secara analog apabila 
perkawinan WNI yang dilaksanakan di luar negeri namun tidak tercatat di 
PPN perwakilan RI setempat, baik dengan alasan belum ada PPN di 
perwakilan tersebut atau karena keadaan yang memaksa sehingga tidak 
dapat mencatatkan perkawinannya di PPN perwakilan setempat atau 
karena PPN tidak mungkin menerbitkan akte nikah yang bersangkutan 
sebelum yang bersangkutan menunjukkan penetapan pengesahan 
perkawinannaya (itsbat nikah) dari pengadilan, atau karena alasan yang 
lainnya, maka yang bersangkutan harus mengajukan itsbat nikahnya di 
Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 
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7. Akibat Hukum Pernikahan Dibawah Tangan 
Perkawinan yang dilakukan oleh suami isteri secara sah akan 
membawa konsekuensi dan akibat dibidang hukum. Akibat hukum 
tersebut adalah: 
(1.)Timbulnya hubungan antara suami isteri. Dalam hubungannya 
sebagai suami isteri dalam perkawinan yang sah, maka mereka 
mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk 
menegakkan rumah tangganya. 
(2.) Timbulnya harta benda dalam perkawinan. Suami isteri yang 
terkait dalam perkawinan yang sah, akan mempunyai harta benda, 
baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama 
perkawinan. Peraturan terhadap harta kekayaan perkawinan 
tersebut selanjutnya diatur pada Pasal 35 sampai Pasal 37 
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 
(3.) Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak. Akibat hukum 
terakhir dari perkawinan yang sah adalah adanya hubungan antara 
orang tua dan anak. Pengaturan selanjutnya terhadap hal ini diatur 
dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974. 
Apabila perkawinan dilaksanakan hanya secara agama saja, dan 
tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang dalam hal ini Kantor 
Catatan Sipil, maka suami dapat saja mengingkari perkawinan tersebut. 
Untuk itu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
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1974 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai 
syarat sahnya suatu perkawinan. 
Seperti telah dijelaskan diatas bahwa perkawinan yang sah akan 
mengakibatkan anak-anak yang dilahirkan tersebut menjadi anak sah. 
Prawirohamidjojo mengatakan: 
“Bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat dari 
persetubuhan setelah dilakukan nikah.” Sedangkan di dalam 
Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan 
bahwa: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam 
atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”52 
Lebih lanjut didalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 
Tahun 1974 ditentukan, bahwa: 
1.1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai 
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. 
1.2. Kedudukan anak tersebut dalam ayat (1) diatas selanjutnya akan 
diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
Apa yang menjadi kewajiban anak terhadap orang tuanya itu, 
merupakan hak dari orang tuanya. Kedudukan anak menurut Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 42 
sampai dengan Pasal 44. Dari isi pasal tersebut dapat disimpulkan, bahwa 
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan membedakan 
antara anak luar kawin. 
Anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 
perkawinan yang sah. Dengan demikian anak yang dilahirkan diluar 
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perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan 
ibunya dan kelurga ibunya. 
Kemudian meskipun anak itu dilahirkan dalam atau sebagai akibat 
perkawinan yang sah, namun bilamana suami dapat membuktikan, bahwa 
isterinya telah berzinah dan anak itu akibat perzinahan, maka suami dapat 
menyangkal keabsahan anak tersebut. 
8. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Pengesahan Nikah 
 Sebagaimana dipahami bahwa perkawinan yang dilakukan oleh 
suami Istri secara sah akan membawa konsekwensi dan akibat dibidang 
hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu pengesahan nikah 
adalah: 
1. Hubungan suami istri sudah mempunyai kepastian hukum dalam 
pandangan masyarakat dan pemerintah. Disamping itu dalam 
hubungannya sebagai suami istri dalam perkawinan yang sah 
mereka sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus 
dilaksanakan untuk menegakkan rumah tangganya. (Pasal 30 s/d 
Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). 
2. Harta benda yang telah diperoleh selama dalam perkawinan suami 
istri yang bersangkutan menjadi jelas status hukumnya sebagai 
harta bersama. Suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah 
yang sebelumnya belum mempunyai harta benda bersama menurut 
hukum, akan mempunyai harta-harta bersama baik yang diperoleh 
sebelum ada pengesahan pernikahannya, maupun setelah 
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mendapat pengesahan pernikahannya dari Pengadilan Agama, 
pada prinsipnya harta benda itu di peroleh selama dalam ikatan 
perkawinan. Pengaturan terhadap harta kekayaan dalam 
perkawinan tersebut telah diatur dalam Pasal 35 sampai dengan 
Pasal 37 Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974. 
 Timbulnya hubungan hukum yang pasti antara orang tua dan anak. 
Anak berhak mendapat perlindungan dari kedua orang tuanya, baik 
menyangkut biaya hidup, pendidikan, kesehatan, maupun terhadap 
perlindungan keamanan dalam pengasuhannya. Dalam pandangan 
hukum bahwa perkawinan yang sah akan mengakibatkan anak-anak yang 
dilahirkan tersebut menjadi anak sah. Pengaturan mengenai hubungan 
hukum antara orang tua dan anak tersebut diatur dalam Pasal 45 sampai 
dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. 
I. Putusan Pengadilan Agama Dalam Kaitannya Dengan 
Pengesahan Nikah 
 Produk Hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan 
ada 3 (tiga) macam, yaitu: 
1. Putusan, 
2. Penetapan, dan 
3. Akta perdamaian. 
Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam 
bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka 
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untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan 
(kontentius). 
Penetapan ialah juga pernyataan Hakim yang dituangkan 
dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang 
terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara 
permohonan (voluntair).53 
Akta perdamaian ialah akta yang dibuat oleh Hakim yang 
berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa 
kebendaan untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai 
putusan. 
Suatu putusan atau penetapan harus dikonsep terlebih 
dahulu paling tidak 1(satu) minggu sebelum diucapkan di 
persidangan, untuk menghindari adanya perbedaan isi putusan 
yang diucapkan dengan yang tertulis (surat Edaran Mahkamah 
Agung Nomor 5 Tahun1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor 1 
Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962).54 
Selain itu, perlu diketahui pula bahwa Hakim juga 
mengluarkan penetapan-penetapan lain yang bersifat teknis 
administrasi yang dibuat bukan sebagai produk sidang. 
Hal ini misalnya: Penetapan Hari Sidang, Penetapan 
Penundaan Sidang, Penetapan Perinta Sita Jaminan, Penetapan 
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Perintah Pemberitahuan Isi Putusan dan sebagainya. Semua itu 
bukan produk sidang dan tidak perlu diucapkan dalam sidang 
terbuka, serta tidak memakai title “Demi Keadilan Berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa”. 
Adapun macam-macam putusan Hakim dilihat dari segi 
fungsinya dalam mengakhiri perkara ada 2 (dua) macam, yaitu:55 
1. Putusan akhir, dan 
2. Putusan sela. 
Kemudian jika dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak 
pada saat putusan dijatuhkan, ada 3 (tiga) macam, yaitu: 
1. Putusan gugur, 
2. Putusan verstek, dan 
3. Putusan kontradiktoir. 
Jika dilihat dari segi isinya terhadap gugatan atau perkara 
ada 2 (dua) macam, yaitu positif dan negative, yang dapat dirinci 
menjadi 4 (empat) macam: 
1. Tidak menerima gugatan Penggugat ( =negatif). 
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya (=negatif). 
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan 
menolak atau tidak menerima selebihnya (=positif dan 
negatif). 
4. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya (=positif). 
                                                 
55 
Ibid. halaman 246 
99 
 Dan jika dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum 
yang ditimbulkan maka ada  3 (tiga) macam, yaitu:56 
1. Diklaratoir, 
2. Konstitutif, dan 
3. Kondemnatoir. 
 Untuk mengetahui lebih jelas sifat putusan Hakim dalam 
kaitannya dengan proses pengesahan nikah di Pengadilan Agama 
maka penulis jelaskan 3 (tiga) macam putusan Hakim tersebut 
diatas, sebagai berikut:57 
1. Deklarator, 
 Putusan declatoir,selanjutnya ditulis deklarator adalah 
yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu 
keadaan atau kedudukan hukum semata-mata. Misalnya: 
putusan yang menyatakan ikatan perkawinan sah, perjanjian 
jual beli sah, hak pemilikan atas benda yang disengketakan 
sah atau tidak sah sebagai milik penggugat: penggugat tidak 
sah sebagai ahli waris atau harta terperkara adalah harta 
warisan penggugat yang berasal dari harta peninggalan 
orang tuannya.58 
 Semua perkara voluntair diselesaikan dengan 
putusan diklaratoir dalam bentuk “Penetapan”. Putusan 
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diklaratoir biasanya berbunyi “Menyatakan”. Putusan 
diklaratoir tidak memerlukan eksekusi. Putusan diklaratoir 
tidak merubah atau menciptakan suatu hukum baru 
melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata 
terhadap keadaan yang telah ada.59 
2. Konstitutif, 
 Suatu putusan yang menciptakan atau menimbulkan 
keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum 
sebelumnya. Misalnya: putusan perceraian, putusan 
pembatalan perkawinan, dan sebagainya. Sebelum diputus 
cerai, mereka masih suami istri. Sebelum dibatalkan 
perkawinannya, perkawinan itu masih dianggap sah. 
Putusan konstitutif selalu berkenaan dengan status hukum 
seseorang atau hubungan keperdataan satu sama lain. 
Putusan konstitutif tidak memerlukan eksekusi. Putusan 
konstitutif diterangkan dalam bentuk “Putusan”. Putusan 
konstitutif biasanya berbunyi “Menetapkan”atau memakai 
kalimat lain bersifat aktif dan bertalian langsung dengan 
pokok perkara, misalnya “Memutuskan perkawinan”, 
“Membatalkan perkawinan” dan sebagainya. Keadaan 
                                                 
59 
Drs.H.A. Mukti Arto,SH. 1996. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Pustaka 
Pelajar:Yogyakarta. Halaman 254. 
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hukum baru tersebut dimulai sejak saat putusan memperoleh 
kekuatan hukum tetap.60 
3. Kondemnatoir. 
 Putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu 
pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau 
menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi 
prestasi. Putusan kondemnatoir dapat berupa penghukuman 
untuk: menyerahkan suatu barang, membayar sejumlah 
uang, melakukan sesuatu perbuatan tertentu, menghentikan 
suatu perbuatan atau keadaan, mengosongkan tanah atau 
rumah.61 
  
                                                 
60
 Ibid.halaman 254-255 
61 
Ibid.Halaman 255 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian di 
Makassar  Sulawesi Selatan untuk pengumpulan data primer. Adapun 
lokasi dalam pengumpulan data primer, yaitu: 
1. Pengadilan Agama Makassar 
2. Pengadilan Agama Barru 
3. Dosen Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Makassar 
Lokasi dalam tahap pengumpulan data sekunder, yaitu: 
1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
2. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin 
Tempat-tempat tersebut dipilih oleh penulis dikarenakan 
tersediannya berbagai literature yang diperlukan penulis di tempat-tempat 
tersebut. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 
1. Data primer, yaitu data utama yang diperoleh dari hasil wawancara 
langsung dengan para informan yaitu para hakim yang telah   
memutus perkara tersebut. Serta Dekan Fakultas Syari‟ah dan 
Hukum UIN Makassar. 
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2. Data sekunder, yaitu data penunjang yang diperoleh melalui  
membaca buku-buku, jurnal serta referensi lainnya, yang berkaitan 
dengan skrips ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk meneliti 
yaitu: 
1. Teknik Wawancara 
Yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui Tanya jawab 
berdasarkandaftar pertanyaan yang telah disiapkan dan 
melakukan wawancara untuk memperoleh data dan informasi 
kepada Hakim dan Dekan Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN 
Makassar. 
2. Teknik Dokumentasi 
Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mempergunakan 
dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, artikel, dan 
bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. 
D. Analisis Data 
Data-data yang diperoleh selama melakukan penelitian, baik data 
primer maupun sekunder, kemudian diolah dan dianalisa dengan 
menggunakan teknik analisis kualitatif kemudian menyajikan hasilnya 
secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
 
  
104 
BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Sahnya 
Pernikahan Setelah  Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan. 
Perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau pernikahan 
secara diam-diam yaitu perkawinan dilakukan hanya menurut hukum 
agama dan kepercayaannya, tetapi tidak dilakukan pencatatan 
perkawinan sehingga tidak mempunyai bukti otentik maka tidak 
mempunyai kekuatan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tidak ditemukan aturan mengenai perkawinan yang tidak tercatat. 
Upaya hukum pertama yang dapat dilakukan untuk mendapatkan 
pengakuan Negara bagi perkawinan yang tidak dicatatkan adalah melalui 
pengajuan permohonan pengesahan atau Itsbat nikah. Esensi 
pengesahan atau Itsbat nikah adalah perkawinan yang semula tidak 
dicatatkan menjadi tercatat dan disahkan oleh Negara serta memiliki 
kekuatan hukum. Pengesahan atau Itsbat nikah merupakan istilah baru 
dalam fiqh munakahat, yang secara harfiah berarti “penetapan”, atau 
“pengukuhan” nikah. Secara substansial konsep ini difungsikan sebagai 
ikhtiar agar perkawinan tercatat dan mempunyai kekuatan hukum.62 
Dalam hal ini penulis mencermati mengenai tingkat keberhasilan 
permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama (dikabulkan atau 
ditolak) sepenuhnya menjadi kewenangan hakim yang menyidangkan 
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Adang Djumhur Salikin.2008. Itsbat Nikah. Adjumhur. Blogspot.com.  
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perkaranya setelah meneliti data persyaratan yang diajukan pemohon. 
Tentu saja disetiap Pengadilan Agama berbeda dalam member 
penetapan, karena sifatnya kasuistis. Semua dikembalikan pada hati 
nurani para hakim dalam member rasa keadilan bagi pemohon. 
Permohonan pengesahan nikah bagi perkawinan yang tidak 
tercatat yang dilakukan pada saat sebelum berlakunya Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang memenuhi persyaratan, dalam 
prakteknya, Pengadilan Agama mengabulkan. Namun demikian 
permohonan pengesahan nikah bagi pernikahan di bawah tangan (tidak 
tercatat) yang dilakukan pada saat setelah berlakunya Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tersebut memang sangat sulit dikabulkan karena 
berbagai kendala atau hambatan, kecuali pengajuan pengesahan nikah 
dalam rangka perceraian. Tentu ini sangat sulit bagi pasangan yang tidak 
menginginkan perceraian. Selain itu proses yang akan di jalaninyapun 
akan memakan waktu yang cukup lama. 
Menurut Andi Syamsu Alam, Ketua Muda Urusan Lingkungan 
Peradilan Agama (ULDILAG) Mahkamah Agung RI, menegaskan bahwa 
dalam perkara pengesahan atau Itsbat nikah, tidak semua perkawinan 
yang dilakukan secara sirri harus ditolak, harus dilihat kasus perkasus.63 
Hakim Agung, Professor Muchsin menyatakan, Itsbat (pengesahan) 
nikah merupakan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa dengan 
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 Andi syamsu Alam, Ketua  Muda ULDILAG MA. Beberapa Permasalahan Hukum Di Lingkungan 
ULDILAG, Disampaikan pada Rapat Kerja Nasional MA RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat 
Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2009, tanggal 24 September 
2009. 
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kata lain voluntair. Pengadilan Agama memiliki kewenangan itu dengan 
syarat bila dikehendaki oleh Undang-Undang. 
Prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara melainkan 
perkara itu telah menjadi kewenangannya karena telah diberikan Undang-
Undang. Dalam hal ini Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ternyata memberi 
Pengadilan Agama Kompetensi absolut yang sangat luas terhadap itsbat 
(pengesahan) nikah ini.64 
Hasil wawancara penulis dengan Drs.H. Usman, S.H., Ketua 
Pengadilan Agama Makassar juga sependapat dengan hakim lain, bahwa 
secara kasuistis hakim juga harus mempertimbangkan apakah suatu 
permohonan itsbat nikah dikabulkan atau ditolak demi kemaslahatan 
Ummat dan Keadilan di masyarakat.65 
Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam 
menetapkan sahnya perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974, maka berikut ini penulis kemukakan salah satu 
kasus yang terjadi dalam perkawinan antara Muhammad Saiful, umur 34 
tahun (pemohon I) dengan Maryam, umur 30 tahun (pemohon II), yang 
menikah pada tanggal 15 Agurtus 1995, yang pengucapan Ijabnya 
dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember.66 
                                                 
64 Muchsin. Itsbat Nikah Masih Jadi Masalah, 4 oktober 2007. www. hukumonline.com. 
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 Wawancara penulis hari selasa tanggal 30 April 2013 bertempat diruang kerja Pa. Makassar. 
66
 Patly Parakasi, Kajian Yuridis Pengesahan Perkawinan Di Pengadilan Agama Jember (Studi 
Kasus Penetapan No. 6/Pdt.P/2008/PA.Jr), 2009, hal. 54 
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Meskipun pengucapan ijab kabulnya dilakukan di hadapan Pegawai 
Pencatat Nikah, namun mereka tidak pernah menerima Kutipan Akta 
Nikah dari pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Rambipuji, Kabupaten Jember. Setelah mereka mengurusnya ternyata 
pernikahan mereka tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. Pemohon I dan pemohon II 
tidak memperoleh akta nikah, padahal akta nikah tersebut sangat 
dibutuhkan untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya.67 
Berdasarkan alasan tersebut, mereka mengajukan permohonan 
kepada Pengadilan Agama Kabupaten Jember untuk mendapat 
penetapan pengesahan nikah, untuk selanjutnya dicatatkan pada Kantor 
Urusan Agama (KUA) setempat. Kemudian Pengadilan Agama Kabupaten 
Jember melalui Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2008/PA.Jr menetapkan : 
1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II. 
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Muhammad Saiful) 
dengan pemohon II (Maryam) yang dilaksanakan pada tanggal 15 
Agustus 1995 di Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. 
3. Memerintahkan kepada para pemohon mencatatkan perkawinannya 
tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. 
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para pemohon yang hingga 
kini dihitung sebesar Rp. 126.000,- 
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 Tentang Duduk Perkaranya Penetapan No. 6/Pdt.P/2008/PA.Jr (dalam Tesis , Patly Parakasi) 
2009, ibid hal. 54 
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Di dalam amar penetapan, majelis hakim dalam pertimbangan 
hukumnya menyatakan sebagai berikut : 
Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara 
ini adalah para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah 
dengan alasan bahwa para pemohon mengaku telah melangsungkan 
pernikahan menurut Syari‟at Islam pada tanggal 15 Agustus 1995 dengan 
wali nikah ayah kandung pemohon II dan mas kawin (mahar) berupa uang 
sebesar Rp.5.000,- dibayar tunai, akan tetapi pernikahan tersebut tidak 
tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, Kabupaten 
Jember, sehingga para pemohon tidak memiliki buku Akta Nikah, pada hal 
sekarang ini surat nikah tersebut sangat pemohon butuhkan untuk 
mengurus Akta Kelahiran anak-anak para pemohon. 
Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 163 HIR untuk 
membuktikan peristiwa pernikahan tersebut majelis hakim memerintahkan 
para pemohon untuk mengajukan bukti-bukti. 
Menimbang, bahwa bukti P1 ternyata para pemohon telah 
melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Agustus 1995 di rumah 
orang tua pemohon II Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, 
sehingga beralasan para pemohon mengajukan permohonan pengesahan 
nikah. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi 
masing-masing di bawah sumpahnya, keterangan saksi mana antara satu 
dengan yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian dan 
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dibenarkan oleh para pemohon, sehingga menurut ketentuan pasal 170, 
171 dan 172 HIR, kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta dan bukti-bukti 
tersebut di atas telah ternyata perkawinan antara pemohon I dengan 
pemohon II tersebut tidak terdapat halangan Syari‟at dan halangan 
Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 8, 
9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40 
sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. 
Menimbang, bahwa perkawinan yang dilangsungkan para 
pemohon tersebut dilakukan menurut Syari‟at Islam, sehingga 
perkawinannya sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum 
Islam, maka permohonan pengesahan nikah dimaksud telah berdasarkan 
hukum dan beralasan. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di 
atas telah terbukti pernikahan antara para pemohon telah memenuhi 
syarat-syarat dan rukun nikah menurut Syari‟at Islam sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan, namun belum tercatat sehingga tidak mempunyai 
kepastian hukum 
Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa 
perkawinan para pemohon harus dinyatakan sah karena telah sesuai 
dengan ketentuan hukum agama Islam yang dianut para pemohon. 
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Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P1 bahwa perkawinan 
para pemohon itu tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan 
pada hal menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
bahwa setiap perkawinan harus dicatat, maka majelis hakim berpendapat 
bahwa para pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya 
tersebut pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 
setempat. 
Menimbang, bahwa para pemohon dipandang mampu maka 
sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 
yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya 
perkara ini dibebankan kepada para pemohon. 
Selanjutnya untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim 
dalam kasus yang sama yang terjadi di Kabupaten Barru, Sulawesi 
Selatan, berikut ini penulis kemukakan Penetapan Nomor 
9/Pdt.P/2012/PA.Br yang mengeluarkan Penetapan pengesahan nikah 
dalam pernikahan antara Anwar bin Hadi, umur 52 tahun (pemohon I), 
dengan Nurma binti Muhammad Dawi, umur 50 tahun (pemohon II), yang 
menikah pada tahun 1982 Masehi, di Coppo, Desa Tuwung, Kecamatan 
Barru, Kabupaten Barru, yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Imam 
Dusun Ammaro, yang bernama Made Ali, pembantu Pegawai Pencatat 
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. 
Meskipun pengucapan ijabnya dilakukan oleh pembantu pegawai 
pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun 
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pemohon I dan pemohon II tidak pernah menerima Akta Nikah dari Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Setelah mereka 
mengurusnya ternyata pernikahan mereka tidak tercatat dalam buku 
register pencatatan nikah.68 
Dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang menjadi wali 
adalah ayah kandung pemohon II bernama Muhammad Dawi, dan yang 
menjadi saksi nikah adalah Yuseng dan Abdul Latif, dengan mahar berupa 
uang sebesar Rp. 300.000,- dan terjadi Ijab dan Kabul. Kemudian 
pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah 
dengan pemohon II sebagai bukti adanya pernikahan saat itu dan untuk 
pengurusan akta kelahiran anak pertama, kedua dan ketiga dari pemohon 
I dan pemohon II. Kemudian pemohon I dan pemohon II bersedia dituntut 
dan menanggung segala resiko bila ternyata permohonan ini 
menimbulkan kerugian Negara di kemudian hari. 
Berdasarkan alasan tersebut, mereka mengajukan permohonan 
kepada Pengadilan Agama Barru untuk mendapatkan penetapan 
pengesahan nikah, kemudian Pengadilan Agama Barru melalui 
penetapannya Nomor 9/Pdt.P/2012/PA.Br menetapkan : 
1. Mengabulkan permohonan pemohon I dengan pemohon II. 
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Anwar bin Hadi) 
dengan pemohon II (Nurma binti Muhammad Dawi) yang 
                                                 
68
 Tentang Duduk Perkaranya Penetapan Nomor   9/Pdt.P/2012/PA.Br 
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dilaksanakan pada Tahun 1982 Masehi di Coppo, Desa Tuwung, 
Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. 
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya 
perkara sejumlah Rp. 191.000,- 
Dari amar penetapan tersebut, majelis hakim dalam 
pertimabangannya menyatakan sebagai berikut : 
Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara 
permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum 
Islam. 
Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya perkawinan 
Pemohon I dengan Pemohon II tersebut terlebih dahulu diperiksa 
kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana 
tersebut dalam ketentuan hukum materiil perkawinan dengan 
pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II itu sendiri, 
demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik 
halangan hukum materiil maupun ketentuan perundang-undangan. 
 Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 
permohonan pengesahan nikah agar pernikahan Pemohon I 
dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1982 disahkan 
menurut hukum, karena Pemohon I dengan Pemohon II waktu 
menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedang 
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Pemohon I dengan Pemohon II memerlukan pengesahan nikah 
tersebut sebagai bukti adanya pernikahan pada saat itu dan 
selanjutnya sebagai syarat kelengkapan pengurusan akta kelahiran 
anak-anak para Pemohon. 
 Menimbang. bahwa untuk menetapkan sahnya perkawinan 
antara Pemohon I dan Pemohon II harus dengan Penetapaan 
Pengadilan Agama, dengan demikian para Pemohon harus terlebih 
dahulu membuktikan dalil-dalilnya. 
 Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil 
permohonannya maka para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis 
berupa bukti P1 dan P2 sebagai bukti bahwa benar Pemohon I 
dengan Pemohon II tercatat sebagai penduduk Kabupaten Barru, 
yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Barru, 
sedangkan bukti P3 adalah sebagai bukti bahwa antara Pemohon I 
dan Pemohon II serta nama orang-orang yang tercantum dalam 
daftar tersebut terdapat hubungan hukum keperdataan. 
 Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut para 
Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah 
memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Surya binti Ambo 
Tang dan Rahmatia binti Ambo Tang. 
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut 
maka majelis menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut: 
- Bahwa, benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri 
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yang telah menikah  pada tahun 1982, yang menikahkan adalah 
Imam Dusun Ammaro bernama Made Ali dengan wali nikah ayah 
kandung Pemohon II yang bernama Muh. Dawi, disaksikan oleh 
saksi nikah Yuseng dan Abd. Latif, serta dengan mahar berupa 
uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dibayar tunai; 
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat 
adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam, dan tidak 
ada orang yang berkeberatan dan tidak menyangsikan pernikahan 
tersebut; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi 
tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan 
Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sebagaimana dalil-dalil 
permohonannya  telah terbukti dan ternyata telah memenuhi rukun 
dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (Vide, Bab IV pasal 
14-38 Kompilasi Hukum Islam). 
Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan 
Pemohon II tidak tercatat meskipun dilangsungkan pada tahun 
1982, yakni seteleh berlaku efektifnya Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974, dalam persidangan ditemukan fakta tentang sahnya 
pelaksanaan pernikahan menurut tuntunan Syariat Islam, akan 
tetapi tidak dicatat karena ulah dan atau kelalaian Imam yang 
menikahkan yang tidak amanah yakni tidak melaporkan kepada 
Kantor Urusan Agama setempat, maka karena itu apabila tidak 
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disahkan para Pemohon akan dirugikan, karena tujuan 
pengesahan nikah semata-mata untuk kepentingan anak-anak 
untuk memperoleh Kutipan Akta Kelahiran. 
Menimbang, bahwa selain perkawinan tersebut telah 
memenuhi syarat dan rukun nikah secara Syariat Islam juga 
perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak 
melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 s/d 
pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 s/d 
pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. 
Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I 
dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat-syarat 
perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai 
halangan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 
1974, lagipula diajukan untuk pengurusan penerbitan Kutipan Akta 
Nikah hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf 
(e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 
1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (isbath) nikah, maka 
patut dan beralasan bilamana permohonan Pemohon I dengan 
Pemohon II dikabulkan. 
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang 
Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 90 dan Undang Undang Nomor 50 
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Tahun 2009 Pasal 91 A, maka biaya perkara dibebankan kepada 
Pemohon I dengan Pemohon II. 
Selanjutnya untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis 
hakim terhadap pengesahan nikah setelah berlakunya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, penulis kemukakan salah satu 
kasus yang terjadi di kota Makassar, adalah perkawinan antara St. 
Zubaidah binti A. Majid Dg. Sitaba, umur 60 tahun, Pemohon 
dalam konvensi/terlawan dalam intervensi. Melawan Zulfiani 
Mansyur binti Mansyur Latto, umur 39 tahun (sebagai pelawan 
intervensi. 
Pemohon konvensi/terlawan intervensi (St. Zubaidah binti 
A. Majid Dg. Sitaba) menikah dengan H. Mansyur bin Latto pada 
tanggal 27 Mei 1988 di Kota Makassar, yang pengucapan ijabnya 
dilakukan oleh Penghulu, Imam Kelurahan Mangasa yang 
bernama Massalinri Dg. Manabba. 
Meskipun pengucapan ijab kabulnya dilakukan dihadapan 
pembantu Pegawai Pencatat Nikah, namun mereka tidak pernah 
memiliki buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate (sekarang 
Kecamatan Rappocini), Kota Makassar.69 
 Menurut keterangan saksi-saksi pemohon konvensi/ 
terlawan intervensi suami pemohon konvensi/terlawan intervensi 
                                                 
69 Tentang Duduk perkaranya Putusan Nomor 87/Pdt.P/2010/PA.Mks. 
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(H. Mansyur bin Latto) telah meninggal dunia pada tanggal 28 
Agustus 1992 di Rumah Sakit Hikmah Makassar karena sakit. 
Sedangkan istri pertamanya almarhum H. Mansyur bin Latto, 
bernama Hj. Mukirah sudah diceraikan lebih dahulu sebelum 
menikah dengan pemohon konvensi/terlawan intervensi. 
Berdasarkan hal-hal tersebut pemohon konvensi/terlawan 
intervensi mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama 
Makassar untuk mendapat penetapan pengesahan nikahnya 
dengan almarhum H. Mansyur bin H. Latto untuk pengurusan hak-
hak pemohon konvensi/terlawan intervensi selaku istri atas 
meninggalnya suami pemohon konvensi/terlawan intervensi 
bernama H. Mansyur bin H. Latto yang diperoleh selama dalam 
ikatan perkawinan. Selanjutnya Pengadilan Agama Makassar 
melalui putusannya Nomor 87/Pdt.P/2010/PA.Mks tanggal 13 
Januari 2011 M. menetapkan :  
Dalam Konvensi : 
1.Mengabulkan permohonan pemohon. 
2. Menyatakan pernikahan pemohon St. Zubaidah binti A. Majid 
bin Dg. Sitaba dengan H. Mansyur bin H. Latto yang terjadi di Jl. 
Monumen Emmy Saelan No. 25, dahulu Kelurahan Mangasa, 
Kecamatan Tamalate, Kota Ujung Pandang (sekarang Kelurahan 
Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar) pada tanggal 
27 Mei 1988 adalah sah menurut hukum.  
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Dalam Intervensi : 
- Menolak permohonan perlawanan pelawan intervensi. 
Dalam Konvensi dan Intervensi : 
- Membebankan kepada pelawan intervensi untuk membayar 
biaya perkara sebanyak Rp. 211.000,- 
Di dalam amar putusannya, majelis hakim dalam pertimbangannya 
pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : 
Menimbang, bahwa adapun alasan pokok yang mendasari 
permohonan pemohon tersebut adalah bahwa pemohon (St. 
Zubaidah binti A. Majid Dg, Sitaba, telah melangsungkan 
pernikahan dengan almarhum H. Mansyur bin H. Latto pada 
tanggal 27 Mei 1988 di Makassar, di mana pernikahan tersebut 
telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum 
Islam dan peraturan perundangan yang berlaku.  
Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, “Perkawinan adalah sah apabila 
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu”. 
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas dapat 
dipahami bahwa perkawinan yang berlangsung menurut hukum 
masing-masing agama, mengandung makna suatu perkawinan 
akan sah apabila dilakukan menurut atau telah memenuhi syarat-
syarat yang ditentukan oleh agama yang bersangkutan, sehingga 
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perkawinan/pernikahan bagi orang Islam akan sah apabila telah 
memenuhi syarat-syarat dan rukun yang ditentukan oleh hukum 
(agama) Islam. 
Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan dan segala 
akibat hukumnya sama sekali tidak ditentukan oleh syarat-syarat 
dan larangan-larangan yang ditentukan dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974, melainkan oleh syarat-syarat yang 
ditentukan oleh hukum (agama) Islam. 
Menimbang, bahwa oleh karena itu maka ketentuan Pasal 2 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan, 
“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku”, tidak dapat dipahami sebagai salah satu 
syarat yang juga menentukan sahnya suatu perkawinan, hal mana 
juga dapat dicermati dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) tersebut 
yang menyebutkan “Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama 
halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam 
kehidupan seseorang, misalnya kelahiran dan kematian, di mana 
sah tidaknya suatu kelahiran dan kematian itu sama sekali tidak 
ditentukan oleh adanya akta kelahiran dan akta kematian itu. 
Menimbang, bahwa dengan demikian dapat pula dipahami suatu 
pencatatan perkawinan sekadar dipandang sebagai suatu 
peristiwa penting, bukan suatu peristiwa hukum atau syarat hukum 
yang mengenyampingkan sahnya perkawinan yang tidak dilakukan 
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menurut ketentuan hukum (agama) Islam, dan oleh karena itu 
maka syarat-syarat perkawinan menurut agama Islam harus 
dipandang sebagai hal yang utama dari pada syarat-syarat 
perkawinan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanga-pertimbangan 
hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena 
dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas terbukti 
pemohon (St. Zubaidah binti A. Majid Dg. Sitaba) dengan 
almarhum H. Mansyur bin H. Latto telah melangsungkan 
pernikahan menurut syarat-syarat agama Islam, dimana 
pernikahan itu telah memenuhi rukun nikah menurut ketentuan 
Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya wali nikah, dua 
orang saksi, calon suami, calon istri dan sighat nikah (ijab dan 
qabul), dan juga terbukti pernikahan tersebut didasari oleh itikad 
baik, di mana pernikahan itu dilakukan setelah almarhum H. 
Mansyur bin H. Latto mendapatkan Penetapan Pengadilan Agama 
Ujungpandang (sekarang Makassar) yang mengizinkan untuk 
menalak istri pertamanya, yaitu St. Mukirah binti Marno, bahkan 
pesta perkawinan itu dilaksanakan secara ramai dan dihadiri oleh 
anak almarhum H. Mansyur bin H. Latto dari istri pertamanya itu 
(Zulfiani, pelawan intervensi) dan tidak melakukan keberatan 
terhadapnya, maka dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang 
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hidup dalam masyarakat serta nilai-nilai keadilan dan kepatutan 
adalah berdasarhukum jika pernikahan tersebut dinyatakan sah 
menurut hukum meskipun peristiwanya terjadi setelah berlakunya 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut, maka permohonan pemohon patut dikabulkan.  
Dalam Intervensi : 
Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam 
konvensi dianggap pula sebagai pertimbangan dalam intervensi. 
Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan 
dalam konvensi, ternyata pernikahan antara Pemohon 
Konvensi/Terlawan Intervensi dengan almarhum H. Mansyur bin 
H. Latto adalah sah menurut hukum sehingga konsekuensi 
yuridisnya, Pemohon Konvensi/Terlawan intervensi adalah istri sah 
almarhum tersebut yang juga adalah termasuk ahli warisnya selain 
anak kandung almarhum tersebut (Pelawan Intervensi). 
Menimbang, bahwa dengan demikian, maka permohonan 
perlawanan Pelawan Intervensi untuk ditetapkan sebagai Pelawan 
Intervensi yang benar dengan menyatakan Pelawan Intervensi 
sebagai ahli waris almarhum tersebut dan menolak keabsahan 
pernikahan antara Pemohon Konvensi/Terlawan Intervensi dengan 
almarhum tersebut harus dinyatakan tidak terbukti beralasan dan 
oleh karena itu harus ditolak. 
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Dalam Konvensi dan Intervensi 
Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Pemohon 
Konvensi/Terlawan Intervensi dikabulkan, maka biaya perkara 
dibebankan kepada Pelawan Intervensi. 
Dari apa yang telah penulis paparkan mengenai 
pertimbangan hukum hakim serta pendapat para pakar hukum 
Islam yang penulis wawancarai pada waktu dan tempat yang 
berbeda, penulis dapat simpulkan bahwa ternyata perkawinan yang 
tidak tercatat (di bawah tangan) yang dilangsungkan setelah 
berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat disahkan 
sepanjang pelaksanaan perkawinannya sesuai dengan ketentuan 
hkum Islam dan tidak melanggar larangan-larangan perkawinan 
yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 
B. Kendala Dalam Proses Pemeriksaan Pengesahan Nikah 
 Bagi perkawinan pertama suami istri yang tidak memiliki bukti 
kutipan Akta Nikah kemudian mengajukan permohonan pengesahan nikah 
di Pengadilan Agama, dalam prakteknya sering kali menghadapi kendala 
dalam proses pembuktian. Menurut penjelasan Ketua Pengadilan Agama 
Makassar (Drs.H. Usman, S.H.) pada wawancara hari Rabu, tanggal 1 Mei 
2013, bahwa kendala yang dialami para pencari keadilan, secara garis 
besarnya ada tiga hal, yaitu: 
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1. Biaya, dalam hal ini pencari keadilan sulit mendapatkan biaya 
transportasi untuk membawa saksi-saksi ke Pengadilan. 
2. Saksi, dalam hal ini pencari keadilan kesulitan menghadirkan saksi 
nikah yang bertindak menjadi saksi waktu pelaksanaan akad nikah. 
3. Pembuktian, yaitu pencari keadilan tidak bisa membuktikan wali 
dalam pernikahannya dahulu, dalam hal mana wali salah satu 
rukun perkawinan. 
Disamping kendala tersebut diatas, dalam perkawinan poligami 
yang tidak melalui prosedur sehingga tidak memiliki Kutipan Akta 
Nikah, kendala yang dihadapi dalam proses pemeriksaan 
pengesahan nikahnya di Pengadilan Agama, yaitu: 
1. Saksi, biasanya orang lain tidak bersedia menjadi saksi di 
Pengadilan Agama karena takut diketahui oleh istri pertama 
(istri terdahulu). Apalagi saksi yang hadir saat perkawinan 
poligaminya sudah tidak diketahui keberadaannya oleh yang 
bersangkutan. 
2. Suami dan istri terdahulu tidak mau hadir di Pengadilan Agama, 
pada saat pemeriksaan di Persidangan, sehingga proses 
pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan, dan pengadilan 
memutuskan dengan tidak dapat diterima. 
3. Tidak dapat membuktikan walinya yang bentuk pada saat 
pernikahannya dilangsungkan. 
124 
Selanjutnya perkawinan bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar 
Negeri, kendala yang dihadapi dalam rangka proses pengesahan 
nikahnya, antara lain: 
1. Masalah biaya dan tempat mengajukan permohonan 
pengesahan nikah. 
2. Saksi-saksi sewaktu pernikahan juga sulit di datangkan ke 
Pengadilan Agama. 
3. Pembuktian, Pencari Keadilan (TKI) sulit membuktikan wali 
yang berhak bertindak menjadi wali nikah. 
Jalan keluar yang ditawarkan bagi pernikahan TKI yang menikah di 
bawah tangan di Luar Negeri (Indonesia) adalah menikah ulang setelah 
kembali ke kampung halamannya di Indonesia.  
Timbul pertanyaan, kendala apa yang dihadapi keluarga Warga 
Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang melangsungkan pernikahan di 
luar negeri tanpa pencatatan kemudian bermaksud untuk mendapatkan 
pengesahan pernikahannya dari Pengadilan Agama. Permasalahannya 
kurang lebih sama bagi masyarakata yang mengalami  kesulitan, baik 
secara ekonomis maupun geografis, karena fakta menunjukkan 
masyarakat miskin dan masyarakat yang berdomisili jauh dari kantor 
pengadilan menghadapi kesulitan dan hambatan yang sangat serius untuk 
dapat mengakses pengadilan, terutama berhubungan dengan masalah 
biaya perkara dan biaya transportasi, sehingga tidak sedikit masyarakat 
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dan warga Negara RI yang termarjinalkan, bahkan sama sekali tidak 
memperoleh perlindungan hukum dan keadilan yang sewajarnya. 
Tidak sedikit pasangan suami istri Warga Negara Indonesia (WNI) 
yang berdomisili di luar negeri melangsungkan pernikahan menurut 
Syari‟at Islam di hadapan para Imam Masjid atau Ulama setempat dan 
pernikahannya tersebut tidak dapat dicatatkan atau didaftarkan di kantor 
perwakilan RI setempat, karena di kantor perwakilan RI setempat tersebut 
belum memiliki PPN atau Penghulu. Dengan kondisi tersebut di atas, 
kebanyakan keluarga WNI di luar negeri tidak mempunyai kepastian 
hukum pernikahannya, bukan lantaran yang bersangkutan tidak taat 
hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, tetapi lantaran 
lembaga yang bertanggung jawab tentang hal tersebut tidak tersedia di 
perwakilan RI setempat.70 
Saat ini banyak pasangan suami yang tidak memiliki akta 
nikah/buku kutipan akta nikah karena hilang atau rusak, sedangkan 
pengganti dari akta nikah/buku kutipan akta nikahnya dari Kantor Urusan 
Agama tempat tinggalnya di Indonesia hanya berupa duplikat akta nikah 
yang oleh pihak luar negeri tidak dianggap sebagai bukti sahnya suatu 
perkawinan, sehingga yang bersangkutan tetap memerlukan akta 
nikah/buku kutipan akta nikah, namun akta nikah dan kutipannya baru 
                                                 
70 
Masrun M Noor.2011. Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) Bagi Warga Negara 
Indonesia Di Luar Negeri, Makalah disampaikan dalam loka karya di Kinabalu. Malaysia. tanggal 
11-14 Mei 2011 
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dapat diberikan oleh PPN perwakilan RI setelah menunjukkan penetapan 
pengesahan nikah dari Pengadilan Agama.71 
Disamping itu anak-anak dari pasangan suami istri WNI di luar 
negeri yang kehilangan hak-hak sipil mereka, terutama selama mereka 
tinggal bersama ayah ibunya di luar negeri, karena orang tua mereka tidak  
mampu menunjukkan akta nikah/buku kutipan akta nikah yang akan 
dijadikan dasar bagi anak-anak bagi anak-anak mereka untuk 
mendapatkan dana pendidikan, kesehatan dan lain-lain dari Negara 
setempat, sedangkan untuk mendapatkan akta nikah/buku kutipan akta 
nikah yang bersangkutan harus terlebih dahulu memperoleh penetapan 
pengesahan nikah dari Pengadilan Agama.72   
Untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan 
Agama hingga saat ini tidak ada ketentuan pasti, pengadilan manakah 
yang mempunyai kewenangan mengadili perkara pengesahan nikah atas 
perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri tetapi tidak tercatat atau 
tidak terdaftar baik pada PPN perwakilan RI maupun pada Kantor Urusan 
Agama di Indonesia. 
Meskipun warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri 
mungkin tidak semuanya dalam keadaan tidak mampu, namun pasti akan 
memerlukan biaya yang sangat tinggi dan membutuhkan waktu yang 
cukup lama, jika ingin mengurus pengesahan nikahnya di Pengadilan 
                                                 
71 Ibid. 
72 Masrun M Noor.2011. Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) Bagi Warga Negara 
Indonesia Di Luar Negeri, Makalah disampaikan dalam loka karya di Kinabalu. Malaysia. tanggal 
11-14 Mei 2011 
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Agama, mereka menghadapi kendala oleh karena sangat tidak mudah 
untuk meninggalkan pekerjaan dan usahanya di luar negeri, baik dari segi 
administrasi, perjalanannya maupun kontrak kerjanya dengan pihak asing 
dan lain-lain yang berkaitan dengan keberadaan dan kehidupannya di luar 
negeri. 
Sebagai akibat dari kondisi dan permasalahan keluarga Warga 
Negara Indonseia di luar negeri, adalah banyaknya pernikahan di bawah 
tangan atau nikahnya yang tidak tercatat, yakni perkawinan yang 
terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam    
namun tidak tercatat di instansi berwenang. Pernikahan ini menimbulkan 
dampak negatif terhadap suami, istri serta anak-anaknya. 
Dalam keadaan demikian Negara berkewajiban untuk melindungi 
segenap warga Negara dimanapun mereka berada. Oleh karena itu demi 
memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap suami 
istri beserta anak keturunan warga Negara Indonesia di luar negeri, maka 
sudah seharusnya dalam rangka membantu masyarakat pencari keadilan 
yang tidak mampu secara ekonomis dan geografis yang sulit, Pengadilan 
Agama menyediakan akses seluas-luasnya dalam pelayanan bantuan 
hukum melalui pelaksanaan sidang keliling di perwakilan Ri di luar negeri 
tempat warga Negara Indonesia yang hendak melakukan pengesahan 
pernikahannya. 
Berdasarkan kenyataan tersebut, maka Mahkamah Agung RI 
menetapkan kebijakan yang dikenal dengan Justice For All dengan Surat 
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Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tertanggal 30 
Agustus 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang 
bertujuan antara lain; membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak 
mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di 
Pengadilan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dipaparkan di 
atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan 
pengesahan nikah adalah apabila pernikahan itu dilaksanakan 
menurut ketentuan hukum Syari‟at Islam, yaitu telah memenuhi 
syarat-syarat dan rukun nikah dan ternyata tidak melanggar 
larangan dan halangan pernikahan menurut ketentuan Syari‟at 
Islam dan Ketentuan PerUndang-Undangan. 
2. Kendala yang dihadapi bagi pencari keadilan baik yang berdomisili 
di dalam negeri maupun pencari keadilan atau WNI yang 
berdomisili di Luar Negeri adalah masalah ekonomi dan geografis, 
biaya transportasi, biaya proses lainya. Kendala tersebut  
pemerintah sudah memberikan solusi dengan pembebasan biaya 
perkara (prodeo) bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak 
mampu. Kemudian Pengadilan Agama dapat melaksanakan Sidang 
Keliling untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di Luar Negeri yang 
hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah, dapat 
mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Jakarta 
Pusat. Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat melaksanakan 
Sidang Keliling pada kantor perwakilan RI di Luar Negeri, setelah 
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mendapat izin dari Mahkamah Agung RI sesuai Surat Edaran Ketua 
Mahkamah Agung RI, Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama dalam 
bentuk Sidang Keliling. 
B. Saran 
 Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan hal-hal 
sebagai berikut: 
1. Ketentuan hukum materiil dan hukum acara tentang proses 
pemeriksaan pengesahan nikah  di Pengadilan Agama bagi Warga 
Negara Indonesia baik yang berdomisili di Dalam Negeri  maupun 
yang berdomisili di Luar Negeri, belum sempurna pengaturannya 
maka disarankan kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI Bersama-
sama dengan Pemerintah atau Instansi Pemerintah yang terkait 
untuk menyusun rencangan pembaharuan hukum terapan tentang 
perkawinan di Lingkungan Peradilan Agama guna mengatasi 
kesulitan dan menjamin terwujudnya kepastian hukum dalam 
proses penyelesaian perkara pengesahan nikah Warga Negara 
Indonesia (WNI) muslim, di Dalam dan di Luar Negeri. 
2. Hendaknya masyarakat yang menikah dan tidak memiliki bukti 
otentik agar segera mengurus permohonan pengesahan nikahnya 
di Pengadilan Agama setempat. Sehingga dapat memperjelas 
status pernikahanya, supaya pernikahan mereka mendapat 
perlindungan hukum apabila terjadi masalah dikemudian hari 
mengenai status perkawinan mereka, sehingga pernikahan itu 
mempunyai kekuatan hukum yang kuat 
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 PENETAPAN 
Nomor : 9/Pdt.P/2012/PA.Br. 
 
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu 
pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan 
oleh : 
Anwar bin Hadi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan 
Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Empang (Deae), Kelurahan 
Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut 
Pemohon I. 
Nurma binti Muh. Dawi, umur 50 tahun,  agama Islam, pendidikan tidak ada, 
pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Empang (Deae), 
Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, 
selanjutnya disebut Pemohon II. 
Pengadilan Agama tersebut. 
Telah membaca berkas perkara. 
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi.  
DUDUK PERKARANYA 
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan lisannya tertanggal 
17 April 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam 
register perkara Nomor 0009/Pdt.P/2012/PA.Br tanggal 17 April 2012 pada 
pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 
1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri kawin pada tahun 
1982 M. di Coppo, Desa Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. 
2. Bahwa, yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam 
Dusun Ammaro yang bernama Made Ali dan yang menjadi wali nikah adalah  
ayah kandung Pemohon II bernama Muh. Dawi, dan disaksikan oleh dua 
orang saksi nikah, yaitu:  Yuseng dan Abd. Latif, dengan mahar berupa uang 
sebesar               Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terjadi ijab dan 
kabul. 
 3. Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena 
mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk 
terjadinya pernikahan menurut hukum Islam. 
4. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai 
sampai sekarang dan  telah dikaruniai  tiga orang anak yang bernama: 
- Bunga Tang binti Anwar, umur 27 tahun,                                                                                                                                                                                     
- Firman bin Anwar, umur 22 tahun,                                                                                                                                                                                                
-   Ayu Amelinda Putri binti Anwar, umur 11 tahun,                                                                                                                                                                                           
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah mendapatkan 
akta nikah. 
6. Bahwa, Pemohon I bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah 
(itsbat nikah) dengan Pemohon II sebagai bukti adanya perkawinan pada saat 
itu dan untuk pengurusan akta kelahiran anak pertama, kedua dan ketiga dari 
Pemohon I dan Pemohon II. 
9. Bahwa, Pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala risiko bila 
ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara. 
Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Pemohon memohon 
kepada Ketua Pengadilan Agama Barru c.q. majelis hakim yang memeriksa dan 
mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut : 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon. 
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon Anwar bin Hadi dengan 
Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1982 di Coppo, Desa Tuwung, 
Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. 
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum. 
Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang 
menghadap di persidangan. 
Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang terbuka untuk 
umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan lisan para Pemohon  
yang isinya tetap dipertahankan. 
Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah 
mengajukan alat bukti tertulis yaitu:  
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anwar NIK. 730503 
311260 0017 tertanggal 12 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan 
 Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan 
dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode 
P1. 
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurmah NIK. 730503 
711262 0007 tertanggal 12 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala 
Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Barru, yang telah 
dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis 
diberi kode P2. 
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama KK Anwar Nomor K 7331 002454 
dikeluarkan tanggal 05 April 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan 
aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P3. 
Bahwa, selain alat bukti tertulis para pemohon juga mengajukan saksi-
saksi sebagai berikut : 
Saksi pertama, Surya binti Ambo Tang, pada pokoknya menerangkan : 
- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga. 
-  Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1982  di Coppo.                                                                                                           
-  Bahwa, saksi menghadiri acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.                                                                                                            
-  Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Made Ali 
Imam Dusun Ammaro, Kelurahan Coppo.                                       
-  Bahwa, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II 
bernama Muh. Dawi dengan 2 (dua) orang saksi bernama Yuseng dan Abd. 
Latif dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu 
rupiah) dibayar tunai.                                                              
-  Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah 
menurut hukum Islam.                                                                   
-  Bahwa, benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri dan saksi 
meyakininya. 
-  Bahwa, penduduk sekitar tidak ada orang yang berkeberatan dengan 
pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada orang yang 
menyangsikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.                                                                                                                                   
-  Bahwa, status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah 
gadis.                                                                                               
-  Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.                                                                                                             
 -  Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah bercerai.                                                                                                          
-  Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dicatatkan 
sehingga tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah.                       
-  Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bermohon pengesahan nikah adalah 
sebagai bukti adanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II 
selanjutnya sebagai syarat kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak-anak 
para Pemohon.                                                                                                                      
Saksi kedua, Rahmatia binti Ambo Tang, pada pokoknya menerangkan : 
-  Bahwa, saksi kenal  para Pemohon karena bertetangga.                                                                                                            
-  Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah benar suami istri yang menikah 
di Coppo tahun 1982. 
-  Bahwa, saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.                                                                                                                       
-  Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Made Ali 
Imam Dusun Ammaro Kelurahan Coppo, dengan 2 (dua) orang saksi bernama 
Yuseng dan Abd. Latif dan mahar berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga 
ratus ribu rupiah) dibayar tunai. 
-  Bahwa, status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah 
gadis.                                                                                           
-  Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk 
menikah menurut hukum Islam dan tidak ada orang yang berkeberatan dengan 
pernikahan tersebut                                                                                                                                                                      
-  Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga ) orang anak.                                                                                                               
-  Bahwa, selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah terjadi 
perceraian.                                                                                       
-  Bahwa, para Pemohon  mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama 
adalah sebagai bukti adanya pernikahan pada saat itu dan selanjutnya sebagai 
syarat kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak-anak para Pemohon. 
Bahwa selanjutnya para Pemohon  menyatakan tidak akan mengajukan 
sesuatu lagi kecuali mohon penetapan. 
Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam 
perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak 
terpisahkan dari penetapan ini. 
 
 PERTIMBANGAN HUKUMNYA. 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon 
sebagaimana yang telah diuraikan di muka. 
Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan 
ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Pasal 7 ayat 
(3) Kompilasi Hukum Islam. 
Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya perkawinan Pemohon I 
dengan Pemohon II tersebut terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan 
rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materiil 
perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II itu 
sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan 
hukum materiil maupun ketentuan perundang-undangan.  
Menimbang, bahwa para Pemohon  mengajukan permohonan pengesahan 
nikah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 
tahun 1982 disahkan menurut hukum, karena Pemohon I dengan Pemohon II 
waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedang Pemohon I 
dengan Pemohon II memerlukan pengesahan nikah tersebut sebagai bukti adanya 
pernikahan pada saat itu dan selanjutnya sebagai syarat kelengkapan pengurusan 
akta kelahiran anak-anak para Pemohon. 
Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnya perkawinan antara 
Pemohon I dan Pemohon II harus dengan Penetapan Pengadilan Agama, dengan 
demikian para Pemohon  harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalilnya.  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka 
para Pemohon  mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P1 dan P2 sebagai 
bukti bahwa benar   Pemohon I dengan Pemohon II  tercatat sebagai penduduk 
Kabupaten Barru, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Barru 
sedangkan bukti P3 adalah sebagai bukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II 
dan nama orang-orang yang tercantum dalam daftar tersebut terdapat  hubungan 
hukum keperdataan. 
Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut para Pemohon juga 
menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah 
sumpah yaitu Surya binti Ambo Tang dan Rahmatia binti Ambo Tang. 
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi  maka majelis 
menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut: 
- Bahwa, benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah 
menikah  pada tahun 1982, yang menikahkan adalah Imam Dusun Ammaro 
bernama Made Ali dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang 
 bernama Muh. Dawi, disaksikan oleh saksi nikah Yuseng dan Abd. Latif, serta 
dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 
dibayar tunai; 
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak halangan untuk 
menikah menurut hukum Islam, dan tidak ada orang yang berkeberatan dan 
tidak menyangsikan pernikahan tersebut; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut, maka 
majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II 
tersebut sebagaimana dalil-dalil permohonannya  telah terbukti dan ternyata telah 
memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (Vide, Bab IV 
pasal 14-38 Kompilasi Hukum Islam). 
Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak 
tercatat meskipun dilangsungkan pada tahun 1982, yakni seteleh berlaku 
efektifnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam persidangan ditemukan 
fakta tentang sahnya pelaksanaan pernikahan menurut tuntunan syariat Islam, 
akan tetapi tidak dicatat karena ulah dan atau kelalaian Imam yang menikahkan 
yang tidak amanah yakni tidak melaporkan kepada Kantor Urusan Agama 
setempat, maka karena itu apabila tidak disahkan para Pemohon akan dirugikan, 
karena tujuan pengesahan nikah semata-mata untuk kepentingan anak-anak untuk 
memperoleh Kutipan Akta Kelahiran. 
Menimbang, bahwa selain perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan 
rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II 
tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 s/d pasal 
10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi 
Hukum Islam. 
Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon 
II telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan 
juga tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 
Tahun 1974, lagipula diajukan untuk pengurusan penerbitan Kutipan Akta Nikah 
hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum 
Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara 
pengesahan (isbath) nikah, maka patut dan beralasan bilamana permohonan 
Pemohon I dengan Pemohon II dikabulkan. 
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 
Pasal 90 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91 A, maka biaya 
perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II. 
Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang 
berlaku serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini. 
 MENETAPKAN 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II. 
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Anwar bin Hadi) dengan 
Pemohon II (Nurma binti Muh. Dawi) yang dilaksanakan pada Tahun 1982 di 
Coppo, Desa Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.   
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 
191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu  rupiah). 
Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim   Pengadilan 
Agama  Barru pada hari  Rabu 2 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 10 
Jumadilakhir 1433 H,  oleh Drs. H. Amiruddin, M.H., selaku ketua majelis, Dra. 
Fatmah Abujahja, dan Dra. Ulin Na'mah, S.H., masing-masing selaku hakim 
anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum 
pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim 
anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Fatmawati, BA. selaku panitera pengganti 
dengan dihadiri oleh para Pemohon. 
         Ketua Majelis, 
  Hakim Anggota,     ttd.    
    ttd.     Drs. H. Amiruddin, M.H. 
  Dra. Fatmah Abujahja. 
    ttd.     Panitera Pengganti, 
  Dra. Ulin Na'mah, S.H.    ttd.    
         Hj. Fatmawati, BA. 
 
Perincian biaya : 
 Pendaftaran : Rp.   30.000,- 
 ATK Perkara : Rp.   50.000,- 
 Panggilan  : Rp.  100.000,- 
 Redaksi  : Rp.     5.000,- 
 Meterai  : Rp.     6.000,- 
 Jumlah  : Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu  rupiah). 
